Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan by Saddan, Saddan
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API RAKITAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1685/Pid.B/2013/PN. Mks.)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Oleh:
S  A  D  D  A  N
NIM. 10500110093
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2015
ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Saddan
NIM : 10500110093
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai/ 10 November 1992
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas/Program : Syari’ah dan Hukum
Alamat : Jl. Manuruki No.2B Makassar
Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Tindak
Pidana     Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan
(Studi Kasus Putusan Nomor:
1685/Pid.B/2013/PN. Mks.)
Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini
benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia
merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau
seleruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.
Makassar, 23 Desember 2014
Penyusun,
S  A  D  D  A  N
NIM. 10500110093
iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulis skripsi saudara Saddan, Nim. 10500110093, Mahasiswa Program Studi
Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar, setelah dengan sesama meneliti dan mengoreksi skripsi yang
bersangkutan dengan judul, “Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Tindak
Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan” (Studi Kasus Putusan Nomor
1685/Pid.B/2013/PN. Mks.) memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.
Demikian Persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.
Makassar, 23 Maret 2015
Pembimbing I Pembimbing II
Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. Dra. Nila Sastrawaty, M.Si
Nip: 19821207 200901 1 010 Nip: 19710712 199703 2 002
vKata Pengantar
Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadirat
Allah swt karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa
tercurahkan kepada kita semua khususnya pada diri penulis, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS
SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SENJATA API RAKITAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.1685/PID.B/2013/PN.MKS)”.
Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga
beliau beserta para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya.
Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi
salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
Dalam penulisan ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah
penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam
Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta hasil penelitian penulis di Pengadilan
Negeri Makassar.
Dalam penulisan skripsi ini saya banyak mendapat bantuan, bimbingan
dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka
atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Yth. Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Segenap pegawai Fakultas
Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian
skripsi ini.
vi
2. Yth Bapak Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak DR. Hamsir, SH., M.Hum,
Ibu Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Ibu Istiqamah, SH., MH, serta staf
Jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu dan memberikan petunjuk
sehingga penulis dapat menyelesaikan semua mata kuliah dan penulisan
karya ilmiah ini.
3. Yth. Bapak Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. sebagai Dosen Fakultas
Syariah dan Hukum sekaligus selaku pembimbing I yang telah
memberikan banyak pengetahuan terkait judul yang diangkat penulis.
4. Yth. Ibu Nila Sastrawaty, M.Si. Sebagai ketua jurusan Hukum Pidana dan
Ketatanegaraan sekaligus selaku Pembimbing II yang banyak meberikan
keluangan waktunya untuk membimbing penulis dalam mennyusun Judul
Skripsi yang diangkat oleh penulis.
5. Yth. Drs, Arifuddin Tike M.Sos.I yang selalu meluangkan waktunya
memotivasi saya selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Terima kasih yang tak terbatas kepada Kedua Orang tua yang saya cintai
dan hormati Ayah handa Yusri dan Ibunda Murniati yang tiada pernah
putus doa demi kesuksesan belajar putra sulungnya dan telah memberikan
cinta serta kasih sayang yang tak ada putusnya, dan juga yang telah
memberikan dukungan lahir batin kepada penulis dalam proses studi
selama ini.
7. Saudara-saudariku yang tersayang: Riswandi, Nur Afia dan Ardi yang
selalu memberikan motivasi dan semangat serta selalu memberikan
dukungan disetiap langkahku, saya sangat mengucapkan terima kasih yang
tak terhingga.
8. Yth semua kerabat terdekat yang telah membantu saya dalam melanjutkan
jenjang pendidikan mulai dari SD-Perguruan Tinggi, saya mengucapkan
vii
banyak terima kasih atas bantuan dan doa yang tidak pernah putus dari
kalian, semoga Allah membalas jasa baik kalian.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, masa kecil, SD, SMP,
SMA yang banyak memberikan sumbangsi keilmuan dan pengalaman
yang selama ini kita lakukan bersama-sama.
10. Terima kasih kepada teman-teman kelas dijenjang perkuliahan khususnya
temen-temen sesame jurusan Ilmu Hukum dan teman-teman kelas Ilmu
Hukum 5 dan 6 yang selalu bersama-sama dalam kurung waktu 4 tahun
yang memberikan pengalaman terbaik dalam hidup ini yang tak mungkin
saya lupakan.
11. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada sahabat terdekat saya:
Sarifuddin, S.H, Tampa, S.H. Hasbi, Farid, terutama saudara saya
Riswandi yang banyak pula memberikan kritik dan saran selama
penyusunan skripsi ini karena mungkin tampa kalian semua skripsi ini
tidak bakalan pernah jadi tampa kalian semua. Yang sekaligus telah
memberikan pengalaman yang banyak tentang arti kebersamaan.
12. Terima kasih banyak kepada semua para dosen yang telah memberikkan
keilmuannya kapada saya sehingga semua yang saya inginkan selama
dibangku perkuliahan saya dapatkan semuanya yang belum pernah saya
dapatkan selama ini walaupun terlalu banyak problematiaka keilmuwan
yang saya dapatkan dibangku perkuliahan selama ini, atas semuanya saya
ucapkan banyak terima kasih.
13. Terima kasih banyak kepada teman-teman sesama orientasi pemuda
pelajar daerah sinjai yang ada di kota Makassar yang selalu memberikan
motifasi terbaiknya walaupun terkadang menjengkelkan kalau saling
berbagi ilmu selama ini.
viii
Sekali lagi atas semuanya saya ucapkan banyak terimah kasih yang tak
terhingga. Semoga Allah swt memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita
semua. Akhir kata penulis berharap kiranya tugas akhir ini dapat berguna bagi
pembaca pada umumnya dan penulis pribadi pada khususnya.
Amin ya Rabbal Alamin
Penulis,
S A D D A N
NIM. 10500110093
ix
DAFTAR ISI
Halaman
JUDUL ............................................................................................... i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................... ii
PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................ iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................... iv
KATA PENGANTAR ....................................................................... v
DAFTAR ISI ..................................................................................... ix
ABSTRAK ......................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1-12
A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus ................................... 8
C. Rumusan Masalah ................................................................... 9
D. Kajian Pustaka ......................................................................... 10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................. 12
BAB II TINJAUAN TEORITIS ...................................................... 13-33
A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan
ditinjau dari Segi Yuridis ....................................................... 13
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana 13
2. Senjata Api Rakitan ........................................................... 20
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan
ditinjau dari Segi Sosiologis ................................................... 23
C. Syarat-Syarat Kepemilikan Senjata Api .................................. 27
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api
serta Senjata Api Rakitan ........................................................ 29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................... 34-38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian ..................................................... 34
B. Pendekatan Penelitian ............................................................. 35
C. Sumber Data ............................................................................ 36
D. Metode Pengumpulan Data ..................................................... 36
E. Instrumen Penelitian ................................................................ 37
F. Teknik Analisis Data ............................................................... 38
G. Pengujian Keabsahan Data ...................................................... 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................. 39-71
A. Beberapa Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api
Rakitan yang Putus di Pengadilan Negeri Makassar ............... 39
1. Posisi Kasus ....................................................................... 41
x2. Dakwaan Penunut Umum .................................................. 42
3. Tuntutan Penuntut Umum ................................................. 46
4. Pembuktian ........................................................................ 47
5. Amar Putusan .................................................................... 58
6. Analisis Penulis ................................................................. 60
7. Aturan Hukum dan Perundang-Undangan yang
diterapkan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata
Api Rakitan ....................................................................... 62
8. Penerapan Hukum dan Perundang-Undangan tentang
Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan
Senjata Api Rakitan ........................................................... 65
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana
Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan ..................................... 67
C. Langka-langka yang ditempuh dalam Mencegah
Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan ............. 70
BAB V PENUTUP ............................................................................. 72-73
A. Kesimpulan ............................................................................. 72
B. Implikasi Peneliti .................................................................... 73
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 74-75
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
xi
ABSTRAK
Nama : Saddan
NIM : 10500110093
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul :iTinjauan Yuridis Sosilogis Terhadap Tindak Pidana
MPenyalahgunaan Senjata Api Rakitan (Studi Kasus Putusan
MNo. 1685/Pid.B/2013/PN.Mks)
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Putusan Terhadap
tindak pidana pengrusakan dengan menggunakan senjata api rakitan yang
dilakukan oleh tersangka Agsal Alias Awwa (Alm) dan dibantu oleh temannya
terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang yang mengakibatkan banyak korban
yang mengalami kerugian maateril. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi
penulis mengambil judul ini dikarenakan banyak kasus di pengadilan negeri
tentang penyalahgunaan senjata api rakitan dan salah satunya adalalah
penyalagunaan senjata api rakitan jenis papporo yang dilakukan oleh premanisme,
dan beberapa Hal lainnya seperti dampak penggunaan senjata api ini bila
digunakan dalam sebuah kerumunan masyarakat atau banyak orang yang akan
dirugikannya. Sehingga perlu diketahui bagaimana aturan hukum dan perundang-
undangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan,
bagaimanakah Penerapan hukum dan perundang-undangan tentang sanksi
terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan, serta
bagaimanakah bentuk pandangan secara sosiologis terhadap tindak pidana
penyalahgunaan senjata api rakitan.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan
metodelogi yaitu: 1) Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makasar 2)
Studi dokumen terhadap data yang ada di Pengadilan Negeri Makassar, 3) proses
pencarian data didalam atau ruang lingkup Masyarakat dengan menggunakan
metode wawancara Yaitu penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana
penulis menggunakan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi maraknya peggunaan senjata api rakitan dikarenakan senjata
tersebut mudah didapat atau mudah dibuat sendiri. Sehingga senjata seperti ini
mudah kita jumpai dikota Makassar. Sehinnga perlu kita ketahui bahwa tindakan
yang seperti ini tidak boleh dilakukan apalagi mempergunakan senjata api rakitan
tersebut.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan
yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industry dan perdagangan tetapi
juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman di ikuti juga oleh perkembangan
tingkat kejahatan di mana perkembangan tingkat kejahatan yang sering digunakan
pelaku adalah sejenis senjata api sehingga si korban merasa sangat terancam dan
hal yang seperti ini di pengaruhi oleh pengedaran senjata api ilegal. Pada dasarnya
senjata api dipergunakan atau diperuntukkan hanya sebagian orang-orang tertentu
yang cakap hukum sehingga tidak semua orang memilikisenjata api dan senjata
api ini bisa dipergunakan untuk mematikan lawan sehingga tidak sedikit orang
yang mati karenaterkena peluru dari tembakan senjata api.
Seperti kita telah ketahui bersama ketika insiden Pelaku penembakan di
rumah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais di Jalan
Pandean Sari, Condong Catur, Yogyakarta, pada Kamis (6/11/2014) dini hari,
diduga menggunakan senjata api rakitan. Hal tersebut berdasarkan hasil
investigasi yang dilakukan oleh tim Pusat Laboratorium Forensik di lokasi
kejadian. "Ini dari alur tembakan yang tidak sempurna, berasal dari selongsong
dari senjata rakitan," ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris
Jenderal Pol Suhardi Alius, di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat
(7/11/2014). Suhardi mengatakan, peluru tersebut ditembakkan oleh pelaku dari
jarak sekitar 10 meter. Pelaku diduga tidak mengarahkan target sasaran yang
2dituju. Pelaku diduga hanya ingin memberi kesan untuk meresahkan. "Karena
pukul 02.00 WIB malam tidak ada orang. Jadi, ya ini hanya ingin memberikan
kesan," ucap Suhardi. Suhardi juga mengatakan, pelaku penembakan diduga
mengendarai sepeda motor dan berjumlah lebih dari satu orang. Namun, belum
diketahui apakah saat melakukan penembakan pelaku sempat berhenti di depan
rumah Amien atau tidak. "Tapi, kalau dilihat dari sudut tembakan, agak tinggi
sedikit. Mungkin dia sempat naik ke suatu tempat yang lebih tinggi," ujar Suhardi.
Sebelumnya, rumah Amien ditembak oleh orang tidak dikenal pada Kamis dini
hari, sekitar pukul 02.00 WIB. Peluru menembus bagian kanan belakang mobil
Amien yang diparkir di halaman. Saat kejadian itu, mantan Ketua MPR itu sedang
tidur di dalam rumahnya1.
Tingkat kejahatan di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Para
pelaku kriminal tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam beraksi.
Tidak sedikit pelaku kejahatan menggunakan alat bantu untuk memperlancar
aksinya. Senjata api rakitan pun menjadi salah satu sarana yang dipilih mereka
dalam melancarkan kejahatannya. para pelaku kejahatan banyak menggunakan
senjata api rakitan. Tidak sedikit obyek-obyek vital diledakkan oleh para pelaku
kejahatan. Sedangkan senjata api digunakan selain untuk menakut-nakuti
masyarakat, juga sebagai alat untuk melakukan perlawanan terhadap aparat
penegak hukum. Hal ini tentu saja menggangu keamanan dan ketertiban di
masyarakat2.
1Jakarta, kompas.com. insiden penembakan kediaman Amien Rais.
2Colonel Wahyu Wibowo,”Pengkajian hukum tentang penggunaan senjata api dan
bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil”, Laporan Akhir (Pengayoman Kementrian
HUkum dan Ham, 2011), h.1.
3Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan
dengan menggunakan senjata api. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya
tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan,
pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Sedangkan tindak
pidana pembunuhan dengan melakukan senjata api rakitan hal ini juga dijelaskan
sesuai dengan firman Allah swt dalam QS Al-Maidah/5:32
 ۡﻦِﻣ ُﮫﱠَﻧأ َﻞﯾِء ٓ َٰﺮِۡﺳإ ِٓﻲَﻨﺑ َٰﻰﻠَﻋ َﺎﻨَۡﺒﺘَﻛ َِﻚﻟ َٰذ ِﻞَۡﺟأۥ َۡوأ ٍﺲَۡﻔﻧ ِﺮۡﯿَِﻐﺑ ﺎ َۢﺴَۡﻔﻧ ََﻞَﺘﻗ ﻦَﻣ ٖدﺎََﺴﻓ
 ِﻲﻓ ِضَۡرۡﻷٱ ََﻞَﺘﻗ ﺎَﻤﱠَﻧﺄََﻜﻓ َسﺎﱠﻨﻟٱ َﺎﯿَۡﺣأ ٓﺎَﻤﱠَﻧﺄََﻜﻓ َﺎھَﺎﯿَۡﺣأ ۡﻦَﻣَو ﺎٗﻌﯿِﻤَﺟ َسﺎﱠﻨﻟٱ ۚﺎٗﻌﯿِﻤَﺟ
 ُﻠُﺳُر ُۡﻢﮭۡﺗَٓءﺎَﺟ َۡﺪَﻘﻟَوَﺎﻨ ِﺑ ِﺖ َٰﻨﱢَﯿﺒۡﻟﭑ ِﻲﻓ َِﻚﻟ َٰذ َﺪَۡﻌﺑ ُﻢﮭۡﻨ ﱢﻣ اٗﺮِﯿﺜَﻛ ﱠِنإ ﱠُﻢﺛ ِضَۡرۡﻷٱ
 َنُﻮﻓِﺮۡﺴَُﻤﻟ
Terjemaah :
“Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka
bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-
olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan
Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara
mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat
kerusakan dimuka bumi”.3
Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun
2007 Kapolri mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal.
Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata
yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku
3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta Timur: Pustaka Al-
Kautsar, 2009), h.113.
4izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di
Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu
yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api
oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun
sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes
terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata. menggunakan senjata
api dewasa ini. Berangkat dalam hal tersebut maka perlu ada pengawasan khusus
dalam hal kepemilikan serta penggunaan senjata api secara ilegal. menggunakan
senjata api dewasa ini.
Berangkat dalam hal tersebut maka perlu ada pengawasan khusus dalam
hal kepemilikan serta penggunaan senjata api secara ilegal. menggunakan senjata
api dewasa ini. Berangkat dalam hal tersebut maka perlu ada pengawasan khusus
dalam hal kepemilikan serta penggunaan senjata api secara illegal.
Indonesia merupakan Negara hukum di mana Negara menurut Logemann
adalah “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya
yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”.4 Sementara hukum
menurut Achmad Ali adalah “seperangkat kaedah atau ukuran yang tersusun
dalam suatu system menentukan apa yang boleh dan tidak boleh di lakukan oleh
manusia sebagai warga dalam berkehidupan bermasyarakatnya”.5
Soehino menegaskan bahwa Negara sebagai wadah dari suatu bangsa
untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya.6 Sejak orang mendapatkan
4 M. Solly Lubis, Ilmu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 1.
5 Achmad ali, Menguak Tabir Hukum (Lembaga Percetakan 2002), h. 30.
6 Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, 2005), h. 148.
5kebebasan dalam pemikiran tentang Negara dan hukum, sejak itu pula orang
sudah memikirkan tentang tujuan Negara dan hukum, sejak itu pula orang sudah
memikirkan tetang tujuan Negara atau masyarakat yang di bentuknya. Tujuan
Negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya,
atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.
Berdasarkan hal tersebut, Negara hukum adalah Negara yang
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya yang di dasarkan atas hukum.
Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan, adalah
berdasarkankedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk
menjalankan ketertiban hukum.
Dalam Negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi Negara juga harus berisi
gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas
kekuasaan dan jaminan hak dasar warga Negara. Dengan demikian dalam Negara
hukum, kekuasaan Negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta
pemerintahan Negara berdasar konstitusi yang berdasar pada konstitusionalisme.
Tanpa hal tersebut, sulit di sebut sebagai Negara hukum.7
Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas di sebutkan
dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) yaitu pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : “Indonesia yaitu Negara yang
berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahawa Indonesia menganut konsepsi
7 Ridwan H. R. Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),
h. 2.
6welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-
tujuan Negara, sebagai mana yang termuat dalam alinea keempat pembukaan
UUD 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dalam seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dari tujuan-tujuan inilah di
upayakan perwujudannya melalui pembangunan yang di lakukan secara bertahap
dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.
Secara normative, Indonesia sebenarnya termasuk Negara yang cukup
ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada
sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-
undang yakni UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Ordonnantiettijdelije
Bijzondere Strafbapalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang
Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan
Negara Nomor 14 dan Meneapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian
Izin tentang Kepemilikan Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang
Kewenangan Perizinan yang di berikan menurut perundang-undangan mengenai
senjata api.selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh keplisian, seperti SK
Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004
tentang pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Dari
semua undang-undang diatas mungkin itulah yang menjadi landasan untuk setiap
orang yang ingin memiliki senjata api sehingga tidak sembarang orang yang
memiliki senjata api sehingga jumlah senjta api yang diedarkan dapat terkoordinir
7sehingga mau atau tidak mau ketika ingin memiliki senjata api harus
sepengetahuan pemerintah atau pihak yang berwenang atasnya.
Berdasarkan SK tahun 2004, adapun persyaratan untuk mendapatkan
senjata api ternyata relative mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat
kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang
berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat dan juga lulus tes menembak, maka
dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik
senjata api untuk keperluan pribadi di batasi minimal setingkat Kepala Dinas atau
Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal letnan sati untuk kalangan
angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.
Seiring dengan meningkatnya kejahatan deengan senjata api, pada tahun 2007
Kapolri mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang di anggap illegal.
Senjata api illegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, izin
kepemilikan senjata api di Indonesia di batasi hungga satu tahun dan dapat di
perpanjanguntuk jangka waktu yang sama. Gerakan polri ini bertujuan untuk
mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan
senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventive dengan
mewajibkan calin pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapay
izin kepemilikan senjata api.
Perkelahian, pertikaian dan perampokan semua ini tidak lepas dari masa
adanya peredaran senjata api illegal yang ada di masyarakat, baik standar atau
rakitan. Dengan memiliki senjata apa, setiap orang merasa memiliki kekuatan
yang cukup untuk menyerang “musuhnya”, tanpa mereka sadar bahwa
8“musuhnya” memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberpa nyawa
melayang dengan sia-sia. Dengan menyadari kepemilikan senjata api illegal bias
mendorong ke arah terjadinya pertikaian atau lebih jauh lagi kerusuhan (antar
orang, antar penduduk, antar kelompok atau golongan bahkan antar agama), maka
sudah sepantasnyasetiap orang, dengan kesadaran yang sangat besar menyerahkan
senjata api yang mereka miliki kepada aparat, baik kepada Polisi atau TNI.
Kepemilikan senjata api secara tidak sah dapat dikenai sanksi hukum, sedangkan
aparat sudah memberikan jaminan untuk tidak memberikan tuntutan hukum
kepada mereka yang memberikan atau menyerahkan senjata api mereka secara
suka rela.
Atas dasar pemikiran tersebut diatas, maka saya berkeinginan untuk
meneliti lebih lanjut tentang permasalahan mengenai tindak pidana kepemilkan
senjata api tanpa hak atau secara tidak sah, dan menuangkannya kedalam bentuk
karya ilmiah (skripsi) sebagai tugas akhir dari perguruan tinggi universitas islam
negeri UIN alauddin Makassar fakultas syari’ah dan hukum lebih khususnya
jurusan ilmu hukum dengan judul “tinjauan yuridis sosiologis terhadap tindak
pidana penyalahgunaan senjata api rakitan (Studi Kasus Putusan Nomor
1685/Pid.B/2012/Pn.Mks).
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus Penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup
yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan
penelitiannya mengenai putusan terhadap penggunaan bahan peledak atau senjata
9api rakitan. Demi menghindari kekeliruan terhadap pengertian sebenarnya dari
variabel dalam skripsi ini,   maka penulis menjelaskan beberapa variabel tersebut.
“Tinjauan” menurut penulis adalah suatu bentuk pendapat atau pandangan
untuk menentukan segala jenis pandangan dan pendapat setelah menyelidiki dan
menyadari sehingga terbentuk kesimpulan akhir dan kepastian hukum tentang apa
yang kita teliti.
“Yuridis” menurut penulis adalah segala bentuk perbuatan atau upaya
yang secara hukum.
“Sosioligis” menurut penulis adalah menurut sosiologi sedangkan
sosiologi itu sendiri adalahsegala bentuk pengetahuan atau yang mempelajari sifat
dan prilaku dan perbuatan masyarakat.
“Senjata Api” menurut penulis adalah senjata yang melepaskan satu atau
lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan
oleh pembakaran suatu propelan.
“rakitan” menurut penulis adalah sebuah jenis benda baik senjata api
maupun benda yang lainnya yang dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi
sebuah karya atau hasil yang diinginkan oleh penciptanya.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Fakto factor yang menyebabkan terjadinaya penyalahgunaan senjata api
rakitan.
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2. Langkah- Langkah yang di tempuh dalam mencegah pennyalahgunaan
senjata api rakitan.
D. Kajian Pustaka
Pembahasan ini membahas tentang “petusan terhadap penyalahgunaan
bahan peledak atau senjata api rakitan”, setelah menelusuri berbagai referensi
yang berkaitan tentang pembahasan ini, penulis menemukan beberapa buku, yaitu:
a. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertenti Di Indonesia
mengemukakan bahwa kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang
oleh Instansi yang berkuasa ditimpakan kepada seorang oknum sebagai hal
yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari ditimpakan.8
b. Sudarto yang dimaksud dengan pidana ialah “Penderitaan yang sengaja
dibebankan kepada orang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu”.9
c. Saleh bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa
yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.10
d. Van Hamel berpendapat bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan ini
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpangkan Negara kepada
pembuat delik itu”. (Een bijzonder ieed, tegen dan overtreder van een door
den staat genhandhaafd rechtsvoorschirft, op den den enkelen grond fand die
overtrading,vanwege den staat als. Handhaver der openbare rehtsorde, door
8Wirdjoko Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ( Bandung:
Aditama, 1981 ), h. 1
9Muladi dan Arief, Hak Asasi Manusia : Hakekat Dan Konsep Implementasinya Dalam
Perspektif Hukum dan Masyarakat, ( Bandung : Rafika Aditama,1992 ), h. 2.
10Mulaidi dan Arief, Hak Asasi Manusia : Hakekat Dan Konsep Implementasinya Dalam
Perspektif Hukum dan Masyarakat , h. 2.
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met de rechtsbedeeling belaste gezag uit to spreken). Suatu penderitaan yang
bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk
menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan
ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena
orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan
oleh Negara.11
e. Simons, pidana atau straf itu adalah Het leed, door de strafwet als gevolg aan
de overtrading van de norm verbonden, data an den schuldige bij rechtertijk
vonnis wordt opgelegd. Suatu penderitaan yang oleh UU pidana telah
dikaitkan dengan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.12
f. laporan akhir pengkajian hukum tentang penggunaan senjata api dan bahan
peledak untuk kepentingan militer dan sipil di bawah pimpinan: Colonel
Wahyu Wibowo, S.H. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum dan Ham RI 2011.13
g. R. Soaenarto Soerodibroto, S.H. Edisi Kelima  Undang-Undang Kuhp Dan
Kauhap Yang Dilengkapi Yurisprudensi Agung Dan He Raad. Kesalahan pada
umumnya untuk suatu kejahatan di isyaratkan bahwa kehendak pelaku di
tujukan terhadap perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan
hukuman.14
11Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, ( Bandung: PT Citra Aditia  Bakti, 1997 ), h.
47.
12Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidna, h. 48.
13Colonel Wahyu Wibowo, S.H., Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api
Rakitan Dan Bahan Peledak Bagi Kalangan Militer Dan Sipil, h. sampul.
14R. Soaenarto Soerodibroto, S.H. Undang-Undang Kuhp Dan Kauhap Yang Dilengkapi
Yurisprudensi Agung Dan He Raad (edisi :5 jakarta: Raja Gravindo Persada 1979). h. 5.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitiaan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuan yang saya ingin
kutip adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui aturan hukum dan perundang-undangan terhadap tindak
pidana penyalahgunaan senjata api rakitan.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam
menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata
api rakitan.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Segi Praktis
1. Dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaruan hukum
khususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan;
2. Sebagai bahan masukan dan landasan bagi penelitian serupa yang akan
melakukan penyempurnaan untuk pengembangan ilmu hukum.
b. Segi Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan karya tulis ilmiah
yang berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan hukum khususnya Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai bahan
pemikiran kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana. Selain
itu penelitian ini dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang
ingn mengadakan penelitian yang sejenis.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan Ditinjau Dari Segi
Yuridis
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
a. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana untuk Bahasa Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya
merupakan istilah resmi dalam wetboek van straftrecht atau kitab Undang-Undang
hukum pidana (selanjutnya di sebut KUHPidana), yang sekarang berlaku di
Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delick yang berarti suatu perbuatan
yang pelakunya dapat di kenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat di katakana
merupakan subjek tindak pidana.1
Pandangan diatas tampak lebih setuju dengan istilah strafbaar feit yang di
artikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat di jatuhi sanksi
pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya
dengan peristiwa pidana, demikian pula yang dikatakan oleh Tresna sebagai
berikut:2
a. Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang
bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan
lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.
1Wirjono Prodjodikoro,Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia ( Bandung
:Aditama, 1989; 55),
2Rusli Efendi, Asas-Asas  Hukum Pidana, ( lembaga percetakan, 1985), h. 53
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b. Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang
berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia denganpembuatnya di ancam
pidana.
Sedangkan menerjemahkan strafbaar feit dengan kata perbuatan pidana
dengan alasan sebagai berikut:3 Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang sedang dilakukan sertai ancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar perbuatan
tersebut. Dapat juga di katakana bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang
oleh suatu perbuatan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja pada saat
itu di ingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.
Alasan yang di kemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa
antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antara kejadian dan
orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang
lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit.
Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang
menimbulkan kejadian itu.
Dengan demikian yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum
lainnya adalah sanksi yang berupa pidana. Sanksi dalam hukum pidana adalah
sanksi yang negative, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan
suatu sistem sanksi yang negative”.
3Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: bina aksara  1987), h. 55.
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Pidana termasuk juga tindakan (maatregel, masznahme) bagaimanapun
juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang
dikenal,. Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat
dan pembenaran (justification) dari pidana itu. Koreksi mengandung arti bahwa
pidana yang dijatuhkan merupakan peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh
terulang lagi. Resosialisasi adalah usaha dengan tujuan mengembalikan terpidana
kedalam masyarakat dengan daya tahan, artinya tidak melakukan lagi kejahatan.
Pengayoman kehidupan masyarakat merupakan tujuan yang ditekankan bilamana
pelaku delik itu melakukan kejahatan berat dan dikuatirkan, bahkan ditakuti
bahwa dimasa akan datang masih besar kemungkinan dia melakukan delik-delik
berat, meskipun telah dilakukan usaha resosialisasi. Menurutnya, terdapat tujuan
koreksi resosialisasi dan pengayoman kehidupan masyarakat, masalahnya
bukanlah mengenai pilihan yang bersifat alternatif tetapi mengenai kesan atau
tekanan yang diletakkan pada salah satu dari tiga hal tersebut.
Pemidanaan bertujuan ”pembebasan” pembebasan yang dimaksudkan
adalah bahwa pembuat delik dibebaskan secara mental dan spiritual, artinya
pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara dan gaya hidupnya yang  lama
maupun cara berfikir dan kebiasaan yang lama. Jadi makna pembebasan
menghendaki agar sipelaku bukan saja di bebaskan dari kenyataan sosial yang
membelenggunya.4
Schwartz dan Skolnik mengemukakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan
untuk:
4J.E Sahetapi, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam
Rangka Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan, (Yogyakarta : Liberty, 1982), h. 283.
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a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism);
b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan
si terpidana (to dater other froom the pervormance similar acts);
c. Menyediaka saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (to provide
a channel for expression retaliatory motives).
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan
yaitu:5
a. Untuk memperbaiki pribadi penjahat;
b. Untuk membuat jera pelaku untuk melakukan kejahatan;
c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu (yang sudah tidak dapat diperbaiki
lagi) menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain.
Menurut Hoefnagels, tujuan pidana adalah untuk:6
a. Penyelesaian konflik (conflick resolution);
b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain kearah perbuatan yang
kurang lebih sesuai dengan hukum (influencing offenders and possibly other
than offenders toward more or less law-conforming behavior).
b.  Unsur-unsur tindak pidana
Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka perlu di kemukakan
pada unsur-unsur delik pada umumnya, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:7
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
5Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h.23.
6Muladi dan Arif, Hak Asasi Manusia: Hakikat Dan Implementasi Dalam Prespektif
Hukum Dan Masyarakat, (Bandung: Rafika Aditama, 1992), h. 21.
7 Moeljatno, Asas-asas Hukum Piadana, (Jakarta: Bina Aksara 1993), h. 63.
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c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif, dan
e. Unsur-unsur melawan hukum yang subjektif.
Unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang
menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut yang memenuhi unsur melawan
hukum yang subjetif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang
dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu
perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum, objektif yang
penilaianya bukan dari pembuat, tetapi dari masyaarakat.
Pandangan dualistis terhadap delik, menyatakan bahwa melalui syarat-
syarat pemidanaan terdiri atas syarat perbuatan melawan hukum dan pertanggung
jawaban pembuat:8
a. Unsur perbuatan (handlung)
1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
2) Melawan hukum; dan
3) Tidak ada dasar pembenar.
b. Unsur pembuat
1) Kemampuan bertanggung jawab;
2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolos (sengaja atau optez) dan
kulpa lata  (kasalahan); dan
3) Tidak ada alasan  pemaaf.
8Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, h. 63.
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Menurut Andi Zainal Abidin Farid bahwa: Aliran dualistis tentang delik
memandang, bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada
syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (feit) dan pembuat (dealer),
karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri.9
Unsur delik menurut pandangangan monoisme dan pandangan dualisme
sebagai berikut: Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur
pembuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualism yaitu:10
a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materil);
b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjrktif;
c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, dan
e. Tak adanya alasan pembenar.
Berdasarkan uraian di atas, maka lebih tepat bila digunakan istilah pidana
karena selain alasan-alasan diatas, istilah pidana secara resmi telah dipergunakan
dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1946, berbunyi sebagai berikut:
a. Nama Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek Van strafrecht Voor
Nederlandsch Indie diubah menjadi wetboek van Strafrecht.
b. Undang-Undang tersebut dapat disebut KUH Pidana.
Beberapa definisi serta kesimpulan yang di ambil oleh Muladi seperti yang
diuraikan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa pidana (straf) merupakan suatu
penderitaan yang dirasakan tidak enak, yang dikenakan kepada seseorang oleh
9Andi Zainal Abidin  Farid, Asas-Asas Hukum Pidana (bagian 1. Ujung pandang:
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 1981h. 171.
10Andi Zainal Abidin Farid. Asas-Asas Huukum Pidana h. 171-179
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yang berwenang karena terbukti telah melakukan delik (tindak pidan) menurut
Undang-Undang.
Penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan
sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukuman (berechten),
Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang
hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum privat.
Menurut Sudarto “Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya.
penghukuman dalam perkara pidana yang bersinonim pemindanaan atau
pemberian/penjatuhan pidana oleh Hakim.” Di dalam hukum pidana terdapat
unsur pokok yaitu norma dan sanksi yang diancamkan kepada yang melanggar
norma tersebut, sehingga apabila terdapat norma dengan sanksi-sanksinya, maka
itu, merupakan suatu peraturan hukum pidana.
Suatu peraturan hukum pidana pada umumnya mengatur tentang:
a. Perbuatan mana yang dilarang dan diperintahkan disertai ancaman pidana;
b. Bilamana suatu pidana ditimpakan kepada seorang pembuat delik;
c. Jenis pidana yang  bagaimana yang dapat ditimpakan (strafsoort);
d. Ukuran pidana (strafmaat) yakni untuk berapa lama atau berapa besar yang
dapat ditimpakan;
e. Bagaimana cara pelaksanaan pidana yang telah ditimpakan (strafmodus).
Dengan demikian yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum
lainnya adalah sanksi yang berupa pidana. Sanksi dalam hukum pidana adalah
sanksi yang negative, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan
sistem sanksi yang negative”.
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2. Senjata Api Rakitan
a. Pengertian Senjata Api
Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan
peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak
hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat
diberikan pengertian sebagai berikut :
Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari
logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras,
pemukul/pelatuk, trigger, mpegas, kamar peluru yang dapat melontarkan
anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak11.
Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang
ataupun belum, yang dapat diopersaikan atau tidak lengkap, yang dirancang atau
di ubah, atau yang dapat di ubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil
akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyelesaian bahan yang
mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang
dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.
Menurut Ordonansi Senjata Api tahun 1939 Jo UU darurat Nomor 12
Tahun 1951, senjata apitermasuk juga:
a. Bagian-bagian dari senjata api
b. Meriam-meriamdan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya.
c. Senjata- senjata tekanan per dengan tampa memindahkan kalibernya
d. Slachpistolen (pistol penyembeli/ pemotong)
11 Colonel Wahyu Wibowo, S.H., Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api
Rakitan Dan Bahan Peledak Bagi Kalangan Militer Dan Sipil, h. 15.
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e. Sein pistolen (pistol isyarat)
f. Senjata api imitasi seperti alerm pistolen (pistol tanda bahaya), star revolvers
(revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers
(revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat
dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.
Adapun pengertian senjata api yaitu:
1. Senjata yang nyata dan bukan yang dianggap mainan anak-anak;
2. Senjata yang nyata yang mempunya tujuan sebagai barang kuno;
3. Suatu senjata yang tidak tetap terpakai atau di buat sedemikian rupa
sehingga tidak dapat dipergunakan.
Berdasarkan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan
senjata api yaitu:
1. Pistol/revolver dan berbagai macam tipe dan caliber;
2. Pistol mitra liur dari berbagai macam tipe dan caliber;
3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan caliber;
4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;
5. Roket lautcher untuk semua jenis; mortar, untuk semua jenis
6. Meriam, untuk semua jenis;
7. Peluru kendali untuk semua jenis
8. Mortar, untuk semua jenis.
b. Pengertian Senjata Api Rakitan
Senjata api rakitan adalah sebuah senjata yang dirancan atau dirakit
sedemikian rupa sesuai dengan apa yang di inginkan oleh pembuatnya yang
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mampu melontarkan peluru atau amunisi atau senjata yang secara illegal beredar
dikalangan sipil yang mempunyai bentuk yang serupa atau sejenis dengan senjata
api pada umumnya. Senjata api rakitan yang sering dipergunakan di kota
Makassar dalam menjalankan aksi kriminalisme adalah senjata yang sering kita
namai dengan istilah Papporo. Papporo merupakan senjata api yang sering
dirancang oleh kalangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga
banyak korban yang berjatuhan akibat terkena ledakan peluru Papporo tersebut.
Oleh karena itu senjata api rakitan seperti ini banyak dipergunakan dikalangan
kaum premanisme dalam menjalankan aksinya seperti perang antar kelompok,
merampok dan lain-lain. Senjata sejenis papporo juga banyak di pergunakan oleh
Geng Motor yang ada dikota Makassar supaya terlihat sangat menakutkan dan di
akui oleh kalangan masyarakat setempat. Jadi banyak sekalih masalah dan
kerugian yang di alami oleh korban ketika senjata api rakitan sejenis ini
dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi Aparat
Kepolisian di kota Makassar memerlukan kerja ekstra dalam menangani kasus-
kasus seperti ini.
c. Amunisi
Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah
amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak
terhadap target apabila ditembakan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat
balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat
ditembakan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat
lainnya. Terdapat pengertian lain: Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang
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mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan
peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata
maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu
untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling
sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai
propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau
alat peluncur.12
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan Ditinjau Dari Segi
Sosiologis
a. Interaksi sosial
Didalm kehidupan sehari-hari, maka manusia maupun kelompok-
kelompok social yang ada didalam masyarakat, senantiasa terlibat dalam
proses interaksi sosial, sebenarnya merupakan inti dari proses sosial, yang
merupakan hubungan timbal balik antara berbagai bidang kehidupan yang
mencakup secara keseluruhan. Interaksi sosial itu sendiri secara sederhana
berarti, proses timbal balik antara manusia sebagai individu, antara
kelompok atau masyarakat, maupun antara hubungan induvidu dengan
kelompok.
Kiranya menjadi jelas, bahwa para penegak hukum juga terlibat
dalam interaksi sosial tersebut, mungkin antara mereka sendiri dan juga
warga-warga masyarakat atau kelompok-kelompok lainnya. Didalam
pergaulan hidupmerupakan gajala yang sangat wajar, bahwa ada warga
12Colonel Wahyu Wibowo,”Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api Dan
Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer Dan Sipil, h. 18.
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masyarakat yang menyimpang yang belum tentu merupakan penyeleweng
atau delik. Dengan demikian, maka mungkinsaja timbul pola-pola
interaksi sosial yang negatif. Seperti halnya dengan kasus yang saya teliti
pada saat ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan jenis
papporo.
b. Fungsi  hukum dalam masyarakat
Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa penegak hukuum
merupakan bagian dari warga masyarakat, yang mempunyai hak dan
kewajiban tertentu dan memiliki tugas dan wewenagng tertentu, yakni
sebagai penegak hukum (delam artian memperlancar penegakan keadilan).
Apabila seseorang mmenbicarakan berfungsinya hukum dalam
masyarakat. Biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum
tersebut benar-banar berlaku atau tidak. Masalanya keliatannya sangat
sederhana pada hal, di balik kesederhanaan tersebut ada hal-hal yang
cukup merumitkan. Di dalam teori-teori hukum, biasanya di bedakan
antara tiga macam hal yang berlakunya hukum sebagai kaedah hukum
tersebut biasa juga di sebut dengan’’ gelding (bahasa belanda) atau geltung
(bahasa jerman).
Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan
yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian, setiap
masyarakat dengan setiap karakteristiknya masing-masing, mungkin
memberikan corak permasalahan tersendiri dalam kerangka penegakan
hukumnya. Persamaannya adalah, bahwa tujuan masing-masing adalah
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agar didalm masyarakat teecapai keadaan damai sebagai akibat penegakan
hukum yang fungsional. Keadaan damai atau kedamaian tersebut berarti,
bahwa di suatu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat
ekstern dan dilain pihak terdapat ketentraman pribadi yang bersifat intern.
Yang pada umunnya kecenderungan masyarakat adalah selalu
menginginkan kedamain dan tidak menginginkan yang namanya konflik
baik itu konflik individualis maupun kelompok dan selalu mengedapankan
penegakan hukum yang ketika ada konflik yang memicu suatu kekerasan
yang bersifat massal apalagi suatu konflik social yang mempergunakan
senjata baik itu senjata api rakitan maupun konflik yang mempargunaka
senjata yang berupa parang karena hal ini tidak bisa ditangani dengan
sendirinya tampa bantuan dari aparat yang berwenang didalamnya.
c. Proses kriminalisasi
Sajak dahulu kala, telah dipermasalahkan saat timbulnya hukum.
Biasanya, hal inni dikaitkan dengan suatu tindakan penguasa yang berupa
suatu penetapan. Didalam ilmu hukum sendiri kita menyadari bersama
bahwa salah satu penyebab timbulnya pola aturan perilaku manusia yang
kita kenal sekarang ini adalah hukum, dikarenakan banyaknya pola
perilaku masyarat yang menyimpang yang merupskn bagian dari sifat
kriminalitas yang dimana krininalitas meripakan suatu pola prilaku atau
permasalahan yang tidak pernah ada usainya dari dulu sampai pada saat
sekarang ini. Dari sekian banyak permasalahan yang tengah dihadapi
(poses krimunalisasi) didalam masyarakat maka terbentuklah yang
26
namanya aturan yang kita kenal sebagai Undang-Undang yang kita kenal
sekarang ini yang merupakan suatu batasan atau aturan yang mengatur
pola-pola perbuatan masyarakat yang menyimpang seperti halnya dengan
proses krimalasasi yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya yang
melakukan suatu perbuatan melawan hukum tersebut sebagaiman
perbuatan tersebut tertian dalam pasal 170 ayat 1 dan 2 yang menyatakan
“barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap
orang atau barang di pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam
bulan” dengan penjara selama-lamanya enam tahun.
Tindak pidana menurut non hukum atau tindak pidana menurut aliran
sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.
Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda,
akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala tindak pidana terjadi dalam proses
interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan
untuk melakukan perumusan tentang tindak pidana dengan kelompok-kelompok
masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Tindak pidana tidak
semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau
karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-
kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut
merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun
kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur
dalam undang-undang pidana.
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Ditinjau dari sosiologi, tindak pidana merupakan suatu persoalan yang
paling serius atau penting yang bersumber dimasyarakat, masyarakat yang
member kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang
menanggung akibat dari kejahatan tersebut, walaupun secara tidak langsung. Oleh
karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Kajahatan
atau sifat jahat itu sendiri bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam
pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda-
beda, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.
Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan
merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat
sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat). Soerjono
Soekanto merumuskan bahwa, deviasi adalah penyimpangan terhadap kaidah-
kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah-kaidah timbul dalam masyarakat
karena diperlukan sebagai pengatur dalam hubungan antara seseorang dengan
orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya13.
C. Syarat-Syarat Kepemilikan Senjata Api
Secara normatif, Indonesia sebenernya termasuk negara yang cukup ketat
menerapkan aturan kepemilikan senjata api rakitan. Ada sejumlah dasar hukum
yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UUD
Darurat No.12 Tahun 1951, dan perpu no.20 Tahun 1960. Selebihnya adakah
peraturan yang diterbitkan oleh kepolisian,kapolri No.SK Kepala Polri No.82
tahun 2004 tentang pelaksanaaan dan pengawasan pengendalian senjata non-
13 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002), h. 214.
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organik. Hukuman kepemilkikan swenjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam
UU darurat No.12. tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap
kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman
seumur hidup, dan 20 tahun penjara.
Adapun syarat-syarat kepemilikan senjata api yaitu :
1. Surat perintah tugas satpam/polsus
2. Fotocopy buku pas senjata api
3. Fotocopy tanda anggota/polsus
4. Fotocopy surat keterangan mahir menggunakan senjata api lendik Polri
5. Surat keterangan kepolisiaan (SKCK)
6. Surat keterangan psikologi dari Polri
7. Pas foto warna merah ukuran 4x6 2 lembar
Tentang kepemilkan senjata api ditempat umum, pemilik harus menaati
ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api yang telah ditetapkan
oleh pemerintah.
1. Senjata api harus dilengkapi izin dari Kapolri;
2. Dalam membawa senjata api harus selalu melekat pada badan;
3. Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan
terpaksa dan mengancam jiwanya;
4. Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain;
5. Dilarang menggunakan senjata api untuk tindak kejahatan menakutnakuti ,
dan melakukan pemukulan dengan menggunakan ganggam atau popor
senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang
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melanggar hukum pidana pemukulan dengan menggunakan popor senjata
juga diperbolehkan dikarenakan bagian lain dari alat pemukul dapat
dikategorikan penyalahgunaan senjata api 6 memiliki kemampuan merawat
dan menyimpan senapan. Kemapuan merawat yaitu, pemohon harus
mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras senapan,
membongkar dan memasang kemabli senapan.
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api serta Senjata
Api Rakitan
Adapun peraturan mengenai senjata api yaitu:
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DRT/1951
2. Perpu No. 20 tahun 1960 tentang kewenangan yang diberikan menurut
perundang-undangan penggunaan senjata api.
3. SK Kapolri N. Skep/244/II/1999 dan; Sk Kapolri No. 82 tahun 2004
tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api.
Mengingat;
a. pasal 96, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;
b. "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17);
Menetapkan: Undang-undang tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke
Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang R.I.
dahulu No.8 tahun 1948.
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Pasal 1
1) Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,
menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,
munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau
hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-
tingginya dua puluh tahun.
2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga
segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan
Senjata Api (vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl.
1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939
(Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata
yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang
ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak
dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat
dipergunakan.
3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua
barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9
Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-
ranjau (mijnem), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan
peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige
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chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan
peledak (explosieven mengsels) atau bahan peledak pemasuk (inleidende
explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak,
sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.
Pasal 2
1) Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,
mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,
senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
2)  Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk
dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan
untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah
tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang
nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau
barang ajaib (merkwaardigheid).
Pasal 4
1)   Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang- undang
ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum,  maka
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penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan  kepada
pengurus atau kepada wakilnya setempat.
2).   Ketentuan pada ayat (1) dimuka berlaku juga terhadap badan-badan  hukum,
yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.
Pasal 5
1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana sesuatu
perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas,
juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh.
2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat
(1), harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau
dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu
tujuan lain.
Pasal 6
1) Yang diserahi untuk mengurus perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya
telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
juga orang-orang, yang dengan peraturan Undang-undang telah atau akan
ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-
pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, munisi dan bahan-
bahan peledak.
2) Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutnya
senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu
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dimasukinya, untuk kepentingan menjalankan dengan saksama tugas
mereka. Apabila mereka dihalangi memasukinya, mereka jika perlu dapat
meminta bantuan dari alat kekuasaan.
Adapun isi Sk Kapolri dalam ketetuan kepemilikan senjata api pemilik
harus menaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api yang
telah ditetapkan oleh pemerintah.
1. senjata api harus dilengkapi izin dari Kapolri,
2. dalam membawa senjata api harus selalu melekat pada badan
3. senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan
terpaksa dan mengancam jiwanya
4. senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain
5. dilarang menggunakan senjata api untuk tindak kejahatan menakut-nakuti
, dan melakukan pemukulan dengan menggunakan ganggam atau popor
senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan
yang melanggar hukum pidana pemukulan dengan menggunakan popor
senjata juga diperbolehkan.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atas
bila mana terjadi pelanggaran melawan hukum baik itu mempergunakan,
membawa, membuat, menerima, mencba meperoleh, menguasai, membawa dan
lain-lain sebagainya menurut undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan
senjata api ataupun senjata api rakitan maka dapat dikenakan sanksi pidana
ataupun ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang
berlaku.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penulisan karya ilmiah ini maka diperlukan suatu metode penelitian
yang sesuai dengan tema bahasa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode
penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:
A. Jenis dan Lokasi penelitian
1. Jenis Penelitian
Mengacu pada perumusan permasalahan yang telah saya cantumkan pada
halaman sebelumnya, maka peneliti ini termasuk dalam jenis penelitian hukum
empiris atau non doctrinal. Dilihat dari sifatnya, bentuk penelitian ini termasuk
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,
keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk
mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-
teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru sehingga teori-teori
lama diperkuat dengan adnya tori-teori baru
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menunjukkan
bahwa pelaksanaan penelitian tidak menggunakan angkat tetapi berupa kata-kata,
dan bentuk penggambarannya serta informasi di lapangan yang terjadi secara
alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak di manipulasi keadaan dan
kondoisinya, menekankan pada deskripsi secara alami yang menuntut keterlibatan
peneliti secara langsung dilapangan sehingga penelitian ini dapat dipertanggung
jawabkan oleh peneliti.
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2. Lokasi penelitian
Lokasi kegiatan penelitian yang dipilih oleh penulis di dalam penulisan
tugas akhir skripsi ini adalah berada di Kota Makassar karena kota Makassar
menurut penulis merupakan kota besar yang berada di provinsi Sulawesi selatan
yang dimana terdapat banyak kasus tentang tindak pidana yang cukup banyak
sehingga dapat mempermudah penelitidalam memperoleh data dan hipotesa yang
sesui dengan kenyataan pada umumnya dan di Pengadilan Negeri Makassar pada
khususnya. Selain kota Makasar sebagai jantung Ibu Kota Sulawesi selatan, kota
Makassar termasuk juga kota metropolitan yang dimana kota yang dimana
pertumbuhan penduduknya paling tinggi dari daerah yang lainnya yang ada
disulawesi selatan. Alasan mengapa memilih lokasi tersebut karena di lokasi
tersebut memiliki kapasitas yang berpengaruh di dalam menangani kasus tindak
pidana penyalahgunaan senjata secara illegal yang menimbulkan banyaknya
perkara tindak pidana.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris adalah
penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban
atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau
fenomena-fenomena tentang tentang ini guna terpenuhinya prasyarat ilmiah
karena hendak menganalisis dan mengetahui mengenai pemerkosaan tersebut
ditinjau dari aspek psikologisnya, maupun dalam penegakan hukumnyadan
pendekatan sosiolodis yang dimana mengharuskan penulis terjung langsung
kedalam setiap ritme pencarian sumber data yang ada di dalam masyarakat
sehingga data yang di peroleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik
didalam pengujian keabsahan penulisan maupun di depan umum. Pendekatan
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sosiologis juga sangat menunjang beberapa perolehan sumber data yang ada
dimasyarakat.
C. Sumber Data
Data apapun yang hendak dikumpulkan dalam suatu penelitian harus
diperoleh dari sebuah sumber yang secara langsung kepada informen yang
mempunyai data tentang peyalahgunaan senjata api rakitan. Jenis data terbagi atas
dua macam, yaitu primer dan sekunder.
1. Data primer
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui proses
wawancara dari para pihak yang berkaitan dengan proses peradilan mangenai
penyalahgunaan senjata api rakita di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data sekunder
Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa
buku, dokumen perundang-undangan, hasil karya tulis para ahli serta bahan lain
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendapat
Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa bagi kalangan praktisi, bahwa hukum
sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun
argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat
hukum. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sudah barang tentu buku-buku dan
artikel-artikel yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang
hendak diteliti.
D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode
pengumpulan data, yakni :
1. Metode Library research, yaitu mengadakan penelitian di perpustakaan
dengan jalan membaca dan menelaah buku dan literatur-literatur ilmiah
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lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas.
Adapun teknik penulisannya yaitu :
a. Kutipan langsung, yaitu penulis secara mengutip bahan-bahan yang
bersumber dari informasi dari referensi kepustakaan tanpa mengubah
redaksinya sedikitpun.
b. Kutipan tidak langsung, yaitu terdiri dari ikhtisar dan ulasan yang bersifat
komentar dan analisa penulis sendiri setelah membaca referensi rujukan.
2. Field Recearch yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan
untuk mendapatkan data yang ada hubungannya dengan skripsi yang akan
dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :
a. Interview, yaitu salah satu metode mengumpulkan data yang mendapatkan
informasi secara langsung dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan
kepada setiap informen.
b. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan dilakukan dengan sengaja dan
sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk dilakukan
pencatatan.
c. Dokumentasi, yaitu mendapatkan data sekunder dengan mempelajari dan
mencatat arsip-arsip atau dokumen laporan kegiatan dan lain-lain yang
berhubungan dengan penelitian ini.
E. Instrumen Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mendeskripsikan beberapa hal
yang mencakup faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana
penyalahgunaan senjata api secara ilegal, penerapam sanksi pidana terhadap
sipelaku atau terdakwa dalam persidangan tindak pidana pennyalahgunaan senjata
api rakitan di Pengadilan Negeri Makassar.
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Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Data
penelitian yang berupa paparan data tentang penerapan sanksi pidana sipelaku
atau terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar, pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Istrumen yang digunakan
untuk mengumpulkan data berupa instrumen manusia yaitu peniliti sendiri.
F. Teknik Analisis Data
Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari hasil
interview, buku–buku dan kitab–kitab. Kemudian penulis membaca dan
menganalisa data tersebut. Mengingat data yang berhasil dikumpulkan bersifat
kualitatif, maka teknik analisanya menggunakan interpretasi berfikir sebagai
berikut :
1. Metode induktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada fakta bersifat
khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang bertitik tolak dari
pengetahuan umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat
khusus.
3. Metode komparatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan jalan
membandingkan yang satu dengan yang lain untuk memperoleh
kesimpulan sebagai jawaban akhir.
G. Pengujian Keabsahan Data
Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan dengan kegiatan trianggulasi
data. Kegiatan analisis data di mulai dari tahap penelaah data, tahap identifikasi
data, dan tahap evaluasi data dan lain-lain.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagai bentuk untuk melengkapi skripsi hukum ini, maka dalam bab ini
penulis menyajikan data yang telah di peroleh selama masa penelitian di
Pengadilan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi yang diangkat
dalam sebuah karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dari kampus Universitas
Islam Negeri, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan Judul
Yaitu: “Tinjauan Yuridis Sosiologis Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan
Senjata Api Rakitan (Studi Kasus Putusan No. 1685/2013/PN.Mks)”. dalam
hal ini data yang di sajikan dalam bab ini membahas kepada permasalahan
kemudian di analisis. Dengan maksud untuk menemukan kebenaran sesuai dengan
undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.
A. Beberapa Kasus Tindak  Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan
Yang Putus Di Pengadilan Negeri Makassar.
Penggunaan senjata api disekitar wilayah kota Makassar tidaklah sedikit
jumlah kasus yang ada dipengadilan mulai dari kasus yang putus maupun kasus
yang belum putus. Oleh karena itu maraknya pengguna senjata api tidaklah
menimbulkan masalah yang sedikit bahkan dia menimbulka beberapa kejadian
besar yang menimbulkan banyak kerugian yang berupa materi akibat perampokan
yang bersenjata lengkap dan salah satunya senjata api bahkan menimbulkan
banyak korban yang mengalami kematian kerena tertembak akibat
mempertahankan diri.
Adapun beberapa jumlah kasus yang penulis ambil dari pengadilan Negeri
Makassar tentang senjata tajam dan senjata api yang sudah putus mulai dari tahun
2010 hinga sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut:
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No. Tahun Anak-anak Dewasa Jumlah Keterangan
1. 2010 4 89 93 Putus
2. 2011 2 71 73 Putus
3. 2012 10 162 172 Putus
4. 2013 60 233 293 Putus
5. 2014 57 232 289 Putus
Jumlah 133 787 920 Putus
Dari beberapa putusan mengenai senjata api yang ada pada table diatas
maka penulis lebih lanjut mengkaji salah satu kasus yang ada di pengadilan negeri
Makassar yang sudah putus yaitu putusan nomor 1685/Pid.B/2013/PN.Mks.
mengenai penyalahgunaan senjata api rakitan sejenis papporo. Pada dasarnya
tendakan criminal yang seperti ini tidaklah asing ditelinga kita yang ada dikota
Makassar karena tindakan yang seperti ini seseringkali kita jumpai di kalangan
Masyarakat, karena penggunaan senjata api rakitan sejenis papporo banyak
dipergunakan bagi kalangan remaja maupun kalangan dewasa bahkan orang tua.
Penggunaan senjata api rakitan bagi kalangan remaja  sering terjadi akibut
timbulnya yang namanya kenakalan remaja yang menimbulkan tindak pidana
kekerasan bahkan tindakan criminal yang sering kita dengar dikota Makassar
seperti “Gang Motor”. Gang motor ini banyak yang merugikan masyarakat karena
tindakannya sangatlah anarkis karena tidak bisa ditangani oleh masyarakat
mungkin karena klompotannya terlalu banyak sehinngga masyarakat ragu untuk
menghalau geng yang seperti ini karena disi lain mereka membawa senjata yang
melengkapinya dalam menjalankan aksinya, Penggunaan dikalanagan dewasa
dipicu karena adanya perang kelompok dengan kelompok lainnya, yang
menggunakan senjata api rakitan tersebut yang membuat mereka lebih bereni lagi
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untuk menyerang kelompok lainnyadan beberapa orang dewasa lainnya
mempergunakannya disaat mereka mempertahankan haknya disaat mereka
terancam, dan penggunaan senjata api rakitan ini bagi kalangan orang tua
mengambil barang tersebut sebagai koleksi barang antic karena menganggap
peninggalan orang tua dulu.
Dari banyaknya jumlah kasus yang sudah putus di Pengadilan Negeri
Makassar yang ada pada table diatas maka penulis lebih lanjut menganalisa satu
putusan kasus nomor 1685/Pid.B/2013/PN.Mks. mengenai tindak pidana
penyalahgunaan senjata api rakita jenis papporo.
a. Posisi Kasus
Kasus pengrusakan dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana
penyalahgunaan senjata api rakitan karena sipelaku Agsal alias Awwa
(Alm) melakukan pengrusakan di warung Hj. Aminah Daeng Baya
dengan menggunakan senjata api rakitan sejenis paporo kemudian
dibantu oleh temannya sebagai Terdakwa yaitu Ridwan Alias Pance Bin
Rimang sebagai orang yang turut serta dalam melakukan pengrusakan
tersebut. Adapun posisi kasus secara singkat sebagai berikut:
Bahwa pada hari kamis tanggal 19 september 2013 sekitar pukul
05.40 wita terdakwa sedang berada di rumah jalan Gunung batu putih
Nomor 16 Makassar,, tiba-tiba datang temanya yaitu laki laki Agsal
(Alm) sambil membawa senjata api rakitan jenis papporo di tangan
kanannya dengan mengedarai sepeda motor merek Suzuki Satria FU
warna biru Nomor Polisi DD-2051-MN mengajak terdakwa dengan
mengatakan, tolong saya ada sekelompok orang yang hendak menyerang
saya di jln saddang lama sesampainhya di di tenpat tujuan, terdakwa
menhetikan sepeda motornya di depan Gereja Petra menuggu di atas
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sepeda motor mesin dalam keadaan dihidupkan sedangkan laki-laki
Agsal (Alm) turun dari sepeda motor sambil menemkan kea rah orang-
orang yang berada di dalam warung milik Hj. Aminah Daeng Baya
mengunakan jenis senjata api rakitan (Papporo) sebanyak tiga
kali.selanjutnya laki-laki Agsal (Alm) mendekati warung kemudian
mengunakan jenis senjat api rakitan (papporo) memukul dua sepeda
motor satu (1) buah etalase dan kulkas hinga rusak.
Dan setelah melakukan perbuatan tersebut laki-laki Agsal (Alm)
menghampiri terdakwa dengan hendak menigalkan tempt tersebut namun
di ikuti saksi Fatrian dengan mengunakan sepeda motornya menbonceng
anggota Polisi yaitu atas Nama A. Muh. Yusuf megejar Ridwan Alias
Pance Bin Rimang yang melrikan diri dari boncengan dengan laki-laki
Agsal (Alm) melewati jalan kijang – jalan batu putih –jalan ratulangi-
jalan landak lama –veteran selatan –jalan mongosidi baru-jalan pelita
raya jalan pelita VI.
Kemudian ketika berada di jalan pelita VI laki-laki bernama Agsal
(Alm) membuang senjata api rakitannya ke got di pinggir jalan dan
sekitar 20 meter kemudian laki-laki Agsal (Alm) terjatuh dari sepeda
motor dan terbaring di Jln. Pelita VI akibat tembakan A. Muhammad
Yusuf sedangkan terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang yang juga
terjatuh berusaha melarikan diri namu kemidan berhasil juga tertangkap.
b. Dakwaan Penuntut Umum
1. Primear
Bahwa ia terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang pada hari
kamis tanggal 19 september 2013 sekira pukul 06.00 wita atau setidak-
tudaknya pada suatu waktu pada bulan September 2013, bertempat di
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warung kaki lima  milik  Hj. Aminah Daeng Baya yang beralamat di jala
sungai saddang lama kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan negeri Kota
Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan
sengaja memberikan bantuan pada waktu di lakukan suatu kejahatan
dengan sengaja dan melawqan hukum menghancurkan, memusnahkan,
merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana
di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 september 2013 sekiran
pukul 05.00 wita terdakea sedang berada di rumah Jalan Gunung
Batu Putih Nomr 19 Makassar, tiba-tiba datang temannya laki-laki
Agsal (alm) sambil membawa senjata api rakitan sejenis papporo di
tangan kanannyadengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki
Satri FU warna putih dengan Nomor Polisi DD-2051-MN mengajak
terdakwa dengan mengajak “tolong bantu saya ada sekelompok
orang yang baru saya kejar di jalan sungai saddang”sehingga
terdakwa selanjutnya menurutinya dengan membonceng Laki-laki
Agsal (Alm) menuju jalan sungai saddang lama.
 Sesampainya ditempat tujuan, terdakwa menghentikan sepeda
motornya di depan Gereja Petra menunggu di atas motor dalam
keadaan mesin yang masih di hidupkan sedangkan Laki-laki Agsal
(Alm) turun dari sepeda motor dan melakukan penembakan ke arah
Orang-orang yang berada di warung milik Hj. Aminah Dang Baya
menggunakan senjata api rakitan jenis “papporo” sebanyak 3(riga)
kali. Selanjutnya laki-laki Agsal(Alm) mendekati warung kemudian
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dengan menggunakan senjata api rakitan jenis “papporo” memukul
2(buah) sepeda motor, 1(satu) buah etalase/ lemari penjaga dan
1(satu) buah kulkas hingga rusak.
 Setelah melakukan perbuatan tersebut laki-laki Agsal(Alm)
menghampiri terdakwa untuk segera pergi meninggalkan tempat
terebut namun kemudian di ikuti oleh saksi Fatrian dengan
menggunakan sepeda motornya membonceng anggota Polisi yaitu A.
Muh. Yusuf mengejar terdakwa Ridwan Alias Pace Bin Rimang
yang melarikan diri berbocengan dengan laki-laki Agsal (Alm)
melewati jalan Kijang - jalan Gunung Batu Putih – jalan Ratulangi –
jalan Landak Lama – Jalan Veteran Selatan – Jalan Mongisidi Baru
– Jalan Pelita Raya – jalan Pelita VI;
 Bahwa benar ketika berada di jalan Pelita VI lelaki Agsal (Alm)
membuang senjata Api rakitannya digot dipinggir jalan sekitar 20
(dua puluh) meter kemudian laki-laki Agsal (Alm) akhirnya terjatuh
dari sepeda motor dan terbaring di jalan Pelita VI akibat tembakan
A. Muh. Yusuf sedangkan terdakwa Ridwan Alias Pance bin
Rimang yang juga terjatuh berusah melarikan diri namun kemudian
berhasil ditangkap;
 Dengan 1 (satu) pucuk senjata apai rakitan jenis Papporo yang
dibawa oleh laki-laki Agsal (Alm) dengan dibantu oleh terdakwa
sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib serta
terhadap kepilikan senjata rakitan jenis papporo tersebut Laki-laki
Agsal (Alm) tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah untuk
membawanya.
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Dengan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat
Nomor 12 tahhun 1951 jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
2. Subsidaer
Bahwa ia terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang pada suatu
waktu dan tempat sebagaiman telah di jelaskan dalam dakwaan pertama
primaer bahwa terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang bersama
temannya Laki-laki Agsal (Alm), benar selama pengejaran anggota Polisi
A. Muh. Yusuf sempat memberikan tembakan peringatan sebanyak 6
(enam) kali sambil memerintahkan terdakwa Ridwan Alias Pance Bin
Rimang bersama temannya Laki-laki Agsal (Alm) untuk berhenti namun
tidak di indahkan bahkan Laki-laki Agsal (Alm) yang di bonceng sempat
menodongkan senjata papporo-Nya ke areh A. Muh. Yusuf dan disekitar
jalan veteran selatan Laki-laki Agsal (Alm) mengayungkan 1 (satu) bilah
parang jenis Samurai yang di pegang di tangan kirinya sehingga mengenai
ibu jari tangan kanan A. Muh. Yusuf. Sedang ia tidak memiliki ijin yang
sah dari pemerintah untuk membawanya ke tempat umum Oleh karena itu
perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan
diancam pidana sebagaimaan yang tertian dalam pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang darurat Nomor 12 tahun 1951  Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.
3. Alternatif
Bahwa ia terdakwa Ridwqan Alias Pance Bin Rimang pada suatu
waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan dalam dakwaan pertama
Primaer dengan sengaja bersama-sama dengan teman laki-lakinya Agsal
(Alm) sebagai pelaku yang di maksud. Perbuatan terdakwa yang
membantudengan membiarkan atau tidak mencegah laki-laki Agsal (Alm)
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melakukan pengrusakan tersebut, mengakibatkan 1 (satu) sepeda motor
Merk Honda Beat warna Biru Putih dengan nomor polisi DD-6662-LW
milik saksi  Andi Muh. Bizyier mengalami rusak pada batok, Spidometer
dan Spion sehingga kerugian di taksir sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah), 1 (satu) unit sepede motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hijau
dengan nomor polisi DD-2586-JS milik Soemitro mengalami rusak pada
bagian batok dan lampu sehingga kerugian ditaksir sekitar Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Etalase/ Lemari pajangan dan 1
(satu) buah Kulkas milik Hj Aminah Daeng Baya rusak dan mengalami
kerugian ditaksir sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Oleh
karena perbatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam pidana sebagaiman yang tertuan dalam Pasal 406 ayat
(1) KUHP Jo. 56 ke-1 KUHP.
c. Tuntutan Penuntut Umum
Mengenai tuntutan penuntut umum terhadap kasus pengrusakan
dengan menggunakan senjata api rakitan jenis papporo kepada orang-
orang banyak bertempat diwarung milik Hj. Aminah Daeng Baya sehingga
menimbulkan banyak kerugian maka Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
28 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim
dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Ridwan bin Romang alias Pance telah terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“MEMBANTU MELAKUKAN PENGRUSAKAN” dalam hal ini
“TURUT SERTA”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima) bulan;
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3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata apai rakitan
jenis papporo, 1 (satu) bilah parang jenis samurai. Dirampas untuk
dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU
warna biru nomor polisi DD 2051 MN. Dikembalikan kepada
pemiliknya yaitu Muhammad Rizal, serta 1 (satu) lembar celana
panjang jeans warna biru dan 1 (satu) lembar baju kaos  lengan pendek
warna hitam bertuliskan Ana Lorong Community. Dikembalikan
kepada terdakwa Ridwan bin Rimang alias Pance . 1 (satu) unit sepeda
motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan Nomor Polisi DD
2586 JS. Dikembalikan kepada pemiliknya Soemitro dan 1 (satu) unit
sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi
DD 6662 LW. Dikembalikan kepada A. Muh. Bizyier dan beberapa
keeping-keping kaca dikembalikan kepada pemiliknya Hj. Aminah Dg.
Baya; dan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000
(lima ribu rupiah).
d. Pembuktian
1. Keterngan para saksi
a. Saksi Hj. Aminah Daeng Baya di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai:
1. Bahwa benar pada hari berikut kamis tanggal 19 September
2013 sekira pukul 06.00 wita saksi sedang tidur di warung
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miliknya yang beralamat di Jalan sungai Saddang Lama
Makassar;
2. Bahwa benar tiba-tiba terdengar suara tembakan sehingga
saksi terbangun dan melihat seorang Laki-laki Agsal (alm)
berdiri di depan warung miliknya dengan memegang senjata
api rakitan jenis papporo sedang merusak 2 (dua) unit sepeda
motor dengan cara memukulkan senjata papporo tersebut ke
motor dan berlanjut merusak etalase (lemari pajangan) dan
kulkas yang berada di warung milik saksi dengan cara yang
sama;
3. Bahwa melihat hal itu, saksi menegur dengan mengatakan
“jangan merusak nak” dan dijawab laki-laki Agsal (Alm)
tersebut “saya tembaki” sambil pergi meninggalkan tempat
tersebut;
4. Bahwa akibat perbuatan laki-laki tersebut, mengakibatkan
1(satu) unit sepeda motor Meerk Honda Beat warna biru putih
DD-6662-LW milik saksi Andi Muh. Bizyier mengalami rusak
pada batok , spidometer dan kaca spion sehingga; 1 (satu) unit
sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hijau DD-2586-
JSmilik Soemitro mengalami rusak pada bagian batok dan
lampu; dan (satu) buah etalase/ lemari pajangan milik saksi
rusak dan mengalami kerugian ditaksir tidak sampai
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta (satu) buah kulkas milik
coca cola yang dipajang di warung saksi;
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5. Bahwa benar pada saat kejadian, saksi tidak pernah melihat
terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang ada di tempat
tersebut.
b. Saksi Fatrian Alias Aco di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2013
sekitar pukul 06.00 wita saksi sedang duduk-duduk di warung
milik Hj.Aminah Daeng Baya di Sungai Saddang lama
Makassar bersama dengan teman-temannya yaitu Erlangga
Pradana, Dicky Zulfikar, Soemitro dan Mochammad Bizyier;
2. Bahwa benar selanjutnya saksi pergi menuju kejalan Gunung
Merapi untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda
motor Erlangga Pradana, tiba-tiba datang seseorang (Laki-laki
Alm. Agsal) dari arah jalan Batuh Putih menuju Gunung
Merapi dengan mengendari sepeda motor Merk Suzuki Satria
FU warna Biru nomor Polisi DD-2051-MN mengikuti dan
melihat arah saksi sambil memegang sebilah senjata tajam
jenis samurai ditangan kirinya sehingga saksi ketakutan dan
kembali kewarung Hj. Aminah Dg Baya tempat berkumpul
bersama temannya namun orang tersebut mengikuti saksi;
3. Bahwa setelah mememarkir sepeda motornya, saksi berpura
mengambil batu untuk melempar orang yang mengikutinya
tersebut sehingga orag tersebut menancap gas motornya
meninggalkan tempat tersebut menuju kearah jalan Veteran;
4. Bahwa benar berselang 15 (lima belas) menit kemudian orang
muncul lagi dari arah jalan batu Putih dengan motor yang
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sama dengan yang dibonceng yaitu terdakwa Ridwan alias
Pance bin Rimang yang menghentikan sepeda motornya
didepan Gereja Petra menunggu diatas sepeda motor dalam
keadaan mesin masih dihidupkan;
5. Bahwa selanjutnya Agsal (Alm) turun dari sepeda motor dan
melakukan penembakan kearah saksi dan teman-temannya
menggunakan senjata api rakitan jenis Papporo sebanyak 3
(tiga) kali sehingga saksi dan teman-temannya melarikan diri
dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada anggota
Polri diposko Resmob yang berada dibelakang Eks Mall
Latanete Maricaya Makassar;
6. Bahwa selanjutnya saksi telah menggunakan sepeda motornya
membonceng anggota Polisi A. Muh. Yusuf mengejar laki-laki
Agsal (Alm) dan terdakwa Ridwan Alias Pance bin Rimang
yang melarikan diri sepeda Motor berboncengan melewati Jln
Kijang-jln Batu Putih-jln Ratulangi-jln Landak Lama-jln
Veteran Selatan-jln Mongisidi Baru-jln Pelita Raya-jln Pelita
VI;
7. Bahwa selama mengejar anggota Polisi A. Muh. Yusuf sempat
memberikan beberapa kali tembakan peringatan sambil
memerintahkan terdakwa Ridwan Alias Pance bin Rimang dan
laki-laki Agsal (Alm) untuk berhenti namun tidak diindahkan
bahkan laki-laki Agsal (Alm) dibonceng sempat menodongkan
senjata Papporo-nya ke arah A. Muh. Yusuf dan ketika berada
disekitar dijalan Veteran Selatan laki-laki Agsal (Alm)
mengayungkan 1 (satu) bila parang jenis samurai yang
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dipegang ditangan kirinya sehingga mengenai ibu jari kanan
A. Muh. Yusuf;
8. Bahwa benar ketika berada di jalan Pelita VI laki-laki Agsal
(Alm) membuang senjata api rakitannya ke got di pinggir jalan
dan sekittar 20 (dua puluh) meter kemudian laki-laki Agsal
(Alm) akhirnya terjatu dari sepeda motor dan terbaring di
Jalan Pelita VI akibat tembakan A. Muh. Yusuf sedangkan
terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang yang terjatuh
berusaha melarikan diri namun kemudian berhasil di tangkap;
9. Bahwa benar laki-laki Agsal (Alm) akhirnya meninggal akibat
terkena tembakan.
c. Saksi Erlangga Pradana  di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut;
1. Bahwa pada hari kamis tangggal 19 September 2013 sekitar
pukul 06.00 wita saksi sedang duduk-duduk di warung milik
saksi Hj. Aminah daeng Baya di Jalan Sungai Saddang Lama
Makassar bersama dengan teman-temannya yaitu saksi
Fatrian, saksi Dicky Zulfikar, saksi Soemitro dan saksi Andi
Muh. Bizyier;
2. Bahwa benar tiba-tiba datang sepeda motor merk Suzuku
Satria FU warna biru dengan Nomor Polisi DD-2051-MN dari
arah Jalan Batu Putih uang di kendarai oleh terdakwa Ridwan
Alias Pance Bin Rimang yang menghentikan sepeda motornya
dii seberang jalan (depan Gereja Petra) menunggu di atas
sepeda motor dalam keadaan mesin yang masih di hidupkan;
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3. Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa Ridwan Alias
Pance Bin Rimang menunggu dengan posisi Stand By di
sepeda motornya;
4. Bahwa selanjutnya laki-laki Agsal (Alm) turun dari sepeda
motor dan melakukan penembakan ke arah saksi dan teman-
temannya menggunakan senjata api rakitan jenis papporo
sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi dan teman-temannya
melarikan diri dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut
kepada anggota Polri di posko Resmob yang berada di
belakang eks Mall Latanete Maricaya Makassar;
5. Bahwa benar setelah keadaan tenang, saksi kembali ke warung
milik Hj. Aminah Dg Baya dan menemukan 1 (satu) unit
sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru Putih DD-6662-
LW milik saksi Andi Muh. Bizyier mengalami rusak pada
batok, spidometer dan kaca spion, 1 (satu) unit sepeda motor
merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan nomor Polisi DD-
2586-JS milik Soemitro mengalami rusak pada bagian batok
dan lampu serta 1 (satu) buah etalase/lemari pajangan dan 1
(satu) buah kulkas milik Hj. Amianh DG Baya rusak.
d. Saksi A. Muh. Bizyier di sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari kamis tanggal 19 September 2013 sekitar
pukul 06.00 wita, saksi sedang duduk-duduk di warung milik
saksi Hj. Aminah daeng Baya di Jalan Sungai Saddang Lama
Makassar bersama dengan teman-temannya yaitu saksi
53
Fatrian, saksi Dicky Zulfikar, saksi Soemitro dan saksi
Erlangga Pradana;
2. Bahwa tiba-tiba datang sepeda motor Merk Suzuki Satria FU
warna biru dengan Nomor Polisi DD-2051-MN dari arah Jalan
Batu Putih yang dikendarai oleh Terdakwa Ridwan Alias
Pance Bin Rimang yang menghentikan sepeda motonya di
seberang jalan (depan Gereja Petra) menunggu sepeda motor
dalam keadaan mesin yang masih dihidupkan;
3. Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa Ridwan Alias
Pance Bin Rimang menunggu dalam posisi stand by  di sepeda
motornya;
4. Bahwa selanjutnya laki-laki Agsal (Alm) turun dari sepeda
motor dan melakukan penembakan kea rah saksi dan teman-
temannya dengan menggunakan senjata api rakitan jenis
papporo sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi dan teman-
temannya melarikan diri dan selanjutnya melaporkan kejadian
tersebut kepada anggota POLRI di poko Rasmob yang berada
di belakang eks Mall Latanete Maricaya Makassar;
5. Bahwa benar setelah keadaan tenang, saksi kembali kewarung
milik Hj. Aminah Daeng Baya dan menemukan 1 (satu) unit
sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih dengan
Nomor Polisi DD-6662- LW milik saksi mengalami rusak
pada batok, spidometer dan kaca spion sehingga kerugian
ditaksir sekitar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) rupiah;
6. Bahwa benar selain itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda
motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan Nomor
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Polisi DD-2586-JS milik Soemitro mengalami rusak pada
bagian batok dan lampu serta 1 (satu) buah etalase/ lemari
pajangan dan 1 (satu) buah kulkas milik Hj. Aminah Daeng
Baya rusak.
e. Saksi  A. Muh. Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari kamis tanggal 19 September 2013  sekira
pukul 06.00 wita saksi yang merupakan Anggota Resmob
Polrestabes Makassar sedang duduk di Posko Resmob  yang
Berada dibelakang eks Mall Latanete Maricaya Makassar dan
tiba-tiba mendengar suara letusan berkali-kali;
2. Bahwa benar selanjutnya Fatrian datang ke Posko melaporkan
kejadian tersebut sehingga saksi mengejar para pelaku dengan
menggunakan sepia motor dan di bonceng oleh Fatrian;
3. Bahwa saat di depan Eks Mall Latanete Maricaya Makassar
saksi berpapasan dengan laki-laki Agsal (Alm) dan terdakwa
Ridwan Alias pance Bin Rimang melarikan diri dengan
menggunakan sepeda motor berboncengan sehingga dikejar
oleh saksi bersama Fatrian melewati Jalan Kijang- Jalan Batu
Putih- Jalan Ratulangi- Jalan Landak Lama- Jalan Veteran
Selatan- Jalan Monginsidi Baru- Jalan Pelita Raya- Jalan Pelita
VI;
4. Bahwa benar selama penegejaran saksi sempat memberikan
tembakan piringatan sebanyak 4 (empat) kali ke udara sambil
memerintahkan terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang
dan laki-laki Agsal (Alm) untuk berhenti namun tidak
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mengindahkanya bahkan laki-laki Agsal(Alm) yang di
bonceng sempat menodongkan senajata papporo-nya kearah
saksi dan mengayunkan sebilah parang jenis samurai yang di
pegangnya sehinga mengenai ibu jari tangan kanan saksi;
5. Bawah benar setelah beberapa tembakan peringatan tidak di
indahkan,saksi yang sudah terluka menebakan senjata apinya
sebanyak 2 (dua) kali kearah laki-laki Agsal (Alm) hinga
terjatuh dari sepeda motor dan terbaring di Jalan Pelita VI
akibat terkena tembakan sedangkan terdakwa Ridwan Alias
Pance Bin Rimang yang juga terjatuh beerusaha melarikan diri
namun akhirnya tertangkap;
6. Bahwa benar laki-laki Agsal (Alm) akhirnya meniggal dunia
akibat terkena tembakan;
2. Keterangan Terdakwa
Terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
a. Bahwa benar pada saat di periksa terdakwa dalam keadaan sehat
jasamani dan rohani;
b. Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 September 2013
sekira pukul 05.40 wita terdakwa sedang berada di rumah Jalan
Gunung Batu Putih Nomor 16 Makssar, tiba-tiba datang temanya
yaitu laki-laki Agsal(Alm) sambil menbawa senjata api rakitan
jenis papporo di tangan kanannya dengan mengedarai sepeda
Motor Merk Suzuki Satria FU warna biru dengan Nomor Polosi
DD-2051-MN mangajak terdawa mengatakan “tolong bantu saya
ada sekelompok orang yang baru saya di Jalan Sungai Saddang”
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sehingga terdakwa selanjutnya menurutinya dengan memboceng
Laki-laki Agsal (Alm) menuju jalan Sungai Saddang Lama;
c. Sesampainya di tempat tujuan, terdakwa menghentikan motornya
di Gereja Petra menunggu di atas sepeda motor dalam keadaan
mesin yang masih di hidupkan sedangkan laki-laki Agsal (Alm)
turun dari sepeda motornya dan melakukan penembakan ke arah
orang-orang yang berada di warung milik Hj. Aminah Dg Baya
menggunakan senjata api rakitan jenis Papporo sebanyak 2 (dua)
kali sehingga orang-orang yang berada di warung tersebut
berlarian;
d. Bahwa selanjutnya Laki-laki Agsal (Alm) mendekati warung
kemudian dengan menggunkan senjata api rakitan jenis Papporo
memukul 2 (dua) buah sepeda motor dan 1 (satu) etalase/lemari
pajangan dan 1 (satu) buah kulkas hingga rusak;
e. Bahwa telah melakukan perbuatann tersebut lakilaki Agsal (Alm)
mengampiri terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut namun
kemudian diikuti oleh saksi Fatrian dengan menggunakan sepeda
motornya membonceng Aggota Polisi yaitu A. Muh. Yusuf
mengejar terdakwa Ridwan alias Pance bin Rimang yang
melarikan diri berboncengan dengan laki-laki Agsal (Alm)
melewati jalan Kijang-jalan Batu Putih-jalan Ratulangi-jalan
Landak Lama-Jalan Veteran Selatan-jalan Mongisidi Baru-jalan
Pelita Raya-jalan Pelita VI;
f. Bahwa kejar mengejar tersebut terdakwa sempat mendengar
kurang lebih 7 (tujuh) kali letusan tembakan yang dilepaskan oleh
saksi A. Muh. Yusuf;
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Bahwa benar ketika berada dijaln Pelita VI laki-laki Agsal (Alm)
membuang senjata apai rakitannya ke got di pinggir jalan dan sekitar
20 (dua puluh) meter kemudian laki-laki Agsal (Alm) akhirnya
terjatuh dari sepeda motor dan terbaring di jalan Pelita VI akibat
tembakan A. Muh. Yusuf sedangkan terdakwa Ridwan alias Pance bin
Rimang yang juga terjatuh berusaha melarikan diri namun kemudian
berhasil di tangkap;
g. Bahwa setahu terdakwa laki-laki Agsal (Alm) tidak memiliki Ijin
atas kepemilikan senjata api rakitan jenis papporo dan samurai
tersebut;
h. Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatanya yang telah
membantu laki-laki Agsal (Alm)  melakukan tindakan pidana
membawa senjata api rakitan, membawa senjata tajam dan
melakukan pengrusakan;
i. Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
3. Petunjuk
Alat bukti petunjuk di peroleh dari keterangan
saksi,kererangan serta barang bakti yang di ajukan di
persidangan.sesuai dengan pasal 188 KUHAP bahwa dalam
persidangan telah terungkap adanya fakta perbuatan. Kejadian atau
keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu
dengan saksi yang lain dan keterangan terdakwa serta barang bukti
apabila di hubungkan terdapat pesesuaian antara lain;
1. Bahwa berdasakan keterangan saksi Fatrian, saksi Erlangga
Peradana,saksi Andi Muh,Bizyier dan twrdakwa RidwanAlias
Pance Bin Rimang di peroleh pesesuain yang kemudian menjadi
58
alat bukti petujuk bahwa pada hari kamis tnggal 19 September
2013 sekitar Pukul 06.00 wita terdakwa dengan mengedarai sepeda
Motor Merk Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi DD-2051-
MN membonceng temanaya laki-laki Agsal (Alm) menuju jalan
sungai saddang lama yang sampainya gereeja Petra terdakwa
menghentikan sepeada motornya menunggu di atas sepeda motor
dalam keadaan mesin masih hidup sedangkan laki-laki Agsal (Alm)
turun dari motor dan melakukan penembakan dengan mengunakan
senjata api rakitan jenis papporo serta pengrusakan di warung milik
Hj.Aminah Daeng Baya selanjutnya laki-laki Agsal (Alm)
menghampiri terdakwa untuk segera pergi meniggalkan tempat
tersebut;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj.Aminah Daeng Baya, saksi
Erlangga Pradana, dan saksi Andi Muh.Bizyier di peroleh
persesuaian dan kemudian menjadi alat bukti petujuk bahwa yang
di rusak oleh laki-laki Agsal (Alm) adalah 1 (satu) unit sepeda
motor Merk Honda Beat warna biru putih DD-6662-LW milik
saksi Andi Muh Bizyier, 1(satu) unit sepeda moptor Merk Yamaha
Jupiter Z warna hijau DD-2586-JS milik Soemitro, dan 1 (satu)
buah etalase/ lemari pajangan dan 1(satu) buah kulkas milik Hj,
Aminah Daeng Baya.
e. Amar Putusan
1. Menyatakan terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
membantu membawa senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
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2. Menyatakan terdakwa Ridwqan Alias Pance Bin Rimang tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
membantu membawa ssenjata penikam tanpa ijin dari pihak yang
berwenang;
3. Menyatakan terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu
melakukan pengrusakan;
4. Menjatuhkan pidan kepada terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang
dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di kurangkan sepenuhnya
dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap
di tahan dengan jenis penahanan RUTAN;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis papporo dan
 1 (satu) bilah parang jenis samurai
Namun barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan
 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru
dengan Nomor Polisi DD-2051-MN;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Muhammad Rizal
 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warnna biru;
 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam beruliskan
Ana’ Lorong Community;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah  yaitu terdakwa Ridwan
Alias Pance Bin Rimang
 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hijau
dengan Nomor polisi DD-2586-JS;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Soemitro
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 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih
dengan Nomor Polisi DD-6662-LW
Dikembalikan keppada pemiliknya yang sah yaitu Andi Muhamma
Bizyier
 Beberapa keeping pecahan kaca;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Hj. Aminah Daeng
Baya.
6. Menghukum terdakwa dengan biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah).
f. Analisis Penulis
Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari
Pasal atau aturan yang mengatur dimana perbuatan tersebut diyatakan
dilarang seebagaima  yang tertuan dalam pasal 1 ayat (1) tentang suatu
perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-kekuatan
perundang-undangan pidana yang telah ada. Dalam hal adanya suatu
dugaan tindak pidana, penegak hukum harus dapat menyidik untuk
memperoleh kejelasan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku benar
merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini dengan adanya suatu
dugaan tindak pidana, penegak hukum harus dapat menyidik untuk
memperoleh kejelasan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku benar
merupakan suatu tindak pidana. Proses hukum lalu berlanjut dengan
upaya pebuktian untuk mengetahui peraturan apa saja yang telah
dilanggar serta sejauh mana perbuatan pelaku melanggar peraturan
tersebut. Yang pada akhirnya, setelah melalui proses pembuktian,
diputuskanlah tindakan hukum yang akan diterapkan kepada pelaku.
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Kasus tersebut merupakan tindak pidana pengrusakan dengan
menggunakan senjata api rakitan jenis papporo yang dilakukan oleh
tesangka Agsal Alias Awwa (Alm) yang dibantu oleh temannya Ridwan
Alias Pance Bin Rimang yang dilakukan dijalan Sungai Saddang Lama
atau berada di waktu dan tempat tertentu dalm daerah hukum Pengadilan
Negeri Makassar namun pada akhirnya Agsal Alias Awwa meninggal
dunia akibat tembakan dari Andi Muh. Yusuf seorang aggota kepolisian
oleh karena itu Agsal Alias Awwa bebas dari tuntutan hukum
sebagaiman yang diatur dalam pasal 77 KUHPidana. Tindak pidana ini
menurut penulis adalah sebuah perbuatan yang sangat berlebih-lebihan
karena sipelaku Agsal (Alm) seolah-olah ingin memperlihatkan
taringnnya didepan umum karena merasa dialah yang paling hebat
dengan adanya sepucuk senjata dan sebilah parang yang ada
digenggamannya jadi dia secara sadar melakukan perbuatan tersebut.
Lain halnya dengan siterdakwa dia hanya terkait atau turut serta dalam
tindak pidana tersebut kerena pada saat itu posisi dia hanya menuruti
kemauan temannya laku-laki Agsal Alias Awwa (Alm) yang sedang
minta tolong untuk dibonceng pada saat itu kejalan sungai saddang lama
untuk melakukan aksinya. Persolan tahu menahunya terdakwa Ridwan
Alias Pance Bin Rimang ketika pada saat di TKP pada saat Agsal Alias
Awwa (Alm)  melancarkan aksi tersebut.  Sebagaiman tindakan terdakwa
tersebut diatur dalam pasal 56 ayat (1) dan (2).
Pemilihan bentuk surat dakwaan harus dilakukan dengan
berpedoman pada hasil penyeidikan atas tindak pidana yang dlakukan
oleh terdakwa. Jika terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka
dapat digunakan dakwaan biasa atau tunggal. Jika terdakwa melakukan
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tindak pidana yang menyentuh lebih dari satu rumusan tindak pidana
pada undang-undang dan belum dapat dipastikan ketentuan mana yang
telah dilanggar, maka jaksa dapat menyusun surat dakwaan alternatif atau
subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan perbarengan tindak pidana
(concurcus) yang tiap-tiap tindak pidana tesebut berdiri sendiri, maka
dapat digunakan jenis dakwaan kumulatif. Pada kasus yang Penulis
Teliti, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal.
Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan
apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu
tindak pidana saja yang didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa
hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-
dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat
kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk
merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun
kemungkinan untuk mengakumulasikan atau mengkombinasikan tindak
pidana dalam surat dakwaan. Peyusunan surat dakwaan ini dapat
dikatakan sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam
pembuktian dan penerapan hukumnya. Terlepas dari tuntutan Jaksa
tersebut, Penulis pribadi berpendapat bahwa dakwaan tersebut sangat
tepat untuk digunakan karena sesuai dengan unsur tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa.
g. Aturan hukum dan perundang –undangan yang diterapkan dalam tindak
pidana penyalahgunaan senjata api rakitan.
Bahwa tersangka Ridwan Alias Pance Bin Rimang di ajukan
tersendiri dalam berkas perkara ini disebabkan hak menuntut hukum
terhadap tersangka Agsal Alias Awwa gugur karena tersangka Agsal Alias
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Awwa telah meninggal dunia sebagai mana yang ddiatur dalam pasal 77
KUHPidana.
Berdasarkan pertimbangan sesuai dengan tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa (dalam hal ini perbuatan terdakawa) bahwa
terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang di ajukan di persidangan oleh
jaksa penuntut umum didalam dakwaannya. Secara yuridis terdakwa
melanggar beberapa pasal yaitu:
a. Pasal 1, ayat1, pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 1951 LN / LN No. 78
tahun 1951 berbunyi “ Barang siapa menyimpan, memiliki, menguasai,
menggunakan amunisi, bahan peledak atau senjata penusuk tanpa ijin
dari yang berhak.
1. Unsur Barang Siapa
Berdasarkan keterangan para saksi  yang dimaksud unsur barang
siapa disini adalah tersangka Ridwan Alias Pance Bin Rimang dan
tersangka Agsal Alias Awwa (Alm).
2. Menyimpan, menguasai, memiliki, menggunakan amunisi, bahan
peledak atau senjata penusuk
Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar pada
hari kamis tanggal 19 september 2013 para saksi lagi duduk
didepan warung Hj. Aminah Daeng Baya tiba-tiba melihat kedua
tersangka tersebut berhenti salah satu turun dari sepeda motor lalu
saksi melihat tersangka membawa senjata sebilah parang jenis
samurai dan sepucuk senjata rakitan jenis papporo.
3. Tanpa ijin dari yang berhak
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Terdakwa menjelaskan bahwa benar dirinya tidak punya ijin untuk
menyimpan, memiliki, menggunakan amunisi, bahan peledak dan
senjata penusuk dari yang berhak.
b. Pasal 170 ayat (1) dan Ayat (2) ke 1 KUHPidana, yang berbunyi “
barang siapa dimuka umumn bersama-sama melakukan kekerasan
terhadap orang atau barang di pidana penjara selama-lamanya lima
tahun enam bulan” dengan penjara selama-lamanya enam tahun.
1. Unsur barang siapa
Berdasarkan keterangan para saksi bahwa yang ditunjuk atau
dimaksud barang siapa adalah terdakwa Ridwan Alias Pance Bin
Rimang dan tersangka Agsal Alias Awwa (Alm).
2. Unsur dimuka umum
Berdasarkan keterangan para saksi bahwa tempat tersangka Agsal
Alias Awwa dan terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang
melakukan pengrusakan terhadap barang tersebut, tempat tersebut
benar adalah tempat umum yang dapat/ dengan mudah diketahui
oleh banyak orang.
3. Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang.
Berdasarkan dengan keterangan para saksi bahwa benar pada
tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 06.00 wita tersangka
Agsal Alias Awwa (Alm) dan terdakwa Ridwan Alias Pance Bin
Rimang secara bersama sama datang di tempat kejadian perkara
melakukan pengrusakan.
c. Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke- 2e KUHPidana, yang
berbunyi “barang siapa dengan sengaja membantu melakukan
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kejahatan, daya upaya atau keterangan untuk melakuakan kejahatan
itu.”
1. Unsur barang siapa
Berdasarkan keterangan para saksi bahwa yang ditunjuk atau
dimaksud barang siapa adalah terdakwa Ridwan Alias Pance Bin
Rimang dan tersangka Agsal Alias Awwa (Alm).
2. Unsur membantu melakukan kejahatan
Berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar pada hari kamis
tanggal 19 September 2013 sekitar Pukul 06.00 Wita terdakwa
Ridawan Alias Pance Bin Rimang datang kesungai saddang lama
lalu terdakwa membiarkan temanya tersanka Agsal Alias Awwa
(Alm) meledakan senjata rakitan papporo lalu melakukan
pengrusakan di tempat warung milik Hj. Aminah Daeng Baya
kemudian terdakwa Ridwan Alias Pance Bin Rimang
membenarkan bahwa dialah yang membonceng temanya yang
melakukan pengrusakan di warung tersabut
h. Penerapan Hukum dan Perundang-undangan Tentang Sanksi
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan
Adapun pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya
pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri terdakwa, maka perlu
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa maupun hal-hal
yang meringankan terdakwa sebagai berikut;
Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa tersebut:
1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;dan
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3. Menurut penulis bahwa benar terdakwa turut andil dalam melakukan
serangan untuk membantu perbuatan si pelaku bernama Agsal (Alm).
Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa tersebut;
1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanjitidak
akan mengulangi perbuatan tersebut;
2. Terdakwa tulung punggung keluarga; dan
3. Terdakwa sopan dalam persidangan.
Setelah terdakwa mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2013 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim dan dapat menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
7. Menyatakan terdakwa Ridwan bin Romang alias Pance telah terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“membantu melakukan pengrusakan”;
8. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima) bulan;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
11. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata apai rakitan
jenis papporo, 1 (satu) bilah parang jenis samurai. Dirampas untuk
dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU
warna biru nomor polisi DD 2051 MN. Dikembalikan kepada
pemiliknya yaitu Muhammad Rizal, serta 1 (satu) lembar celana
panjang jeans warna biru dan 1 (satu) lembar baju kaos  lengan pendek
warna hitam bertuliskan Ana Lorong Community. Dikembalikan
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kepada terdakwa Ridwan bin Rimang alias Pance . 1 (satu) unit sepeda
motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan Nomor Polisi DD
2586 JS. Dikembalikan kepada pemiliknya Soemitro dan 1 (satu) unit
sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi
DD 6662 LW. Dikembalikan kepada A. Muh. Bizyier dan beberapa
keeping-keping kaca dikembalikan kepada pemiliknya Hj. Aminah Dg.
Baya; dan
12. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000
(lima ribu rupiah).
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penyalahgunaan
Senjata Api Rakitan.
Penggunakan senjata api rakitan dikalangan masyarakat seseringkali
merugikan masyarakat yang ada dilingkungannya sehingga hal ini dapat ditindak
lanjuti demi tercapainya ketentraman, hal ini dapat juga merugikan diri sendiri
bagi penggunanya karena bisa saja dengan menggunakan senjata tersebut dapat
menimbulkan permusuhan antar perorangan, kelompok, etnis atau suku dan lain-
lain sebagainya.
Adapun fator-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
penyalahgunaan senjata api rakitan bagi kalangan remaja atau yang sering kita
dengar dengan kenakan remaja antara lain:
1. Faktor Lingkungan atau faktor sosial
Hal ini didorong karena remaja sering mengalami perubahan
penalaran lingkungan yang disekitarnya sehingga banyak remaja yang
mengalami kecenderungan untuk berbuat sesuka hatinya tampa
memikirkan dampak yang mereka timbulkan. Hal ini juga sering terjadi
karena dampak yang diberikan oleh lingkunnya, karena keseringannya
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mereka dianggap berandalan atau sampah masyarakat yang tidak ada
guananya.
2. Faktor Pengawasan Orang Tua
Kejadian ini dipicu oleh kurangnya pembatasan pemahaman
Orang Tua terhadap tingkah laku anak yang berlebihan sehingga tidak lagi
menghiraukan nasehat orang tuanya.
3. Faktor Kurangnnya Pembalajaran Pemahaman Agama
Hal ini juga dapat menyebabkan tindakan anak remaja selalu
berlebihan kerena minimnya pemahaman agama terhadap si Anak
sehingga anak remaja, mudah terjerumus kedalam perbuatan yang
bertentangan dengan hukum.
4. Faktor Minimnnya Pengawasan Aparatur Negara
Hal ini sering terjadi karena kuangnya efektifatas tentang penalaran
penerapan hukum atau pembelajaran hukum bagi sianak dan beberapa
tindakan pemeberantasan senjata rakitan disetiap si anak mau menjalankan
aksinya.
Factor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penyalahgunaan senjata
api rakitan bagi kalangan dewasa antara lain:
1. Faktor Kebiasaan Lama
Hal ini sering terjadi karena kecendrungannya selalu melakukan
tindakan melawan hukum sebagaimana perbuatan tersebut seringkali
dilakukannya atau sudah kebiasaan lama.
2. Faktor Premanisme
Hal ini didorong oleh kecendrungan mereka untuk melakukan
tindakan melawan hukum karena sudah memilih perbuatan tersebut
sebagai pekerjaan untuk mendapatkan lumbung emas.
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3. Faktor Lingkungan
Hal ini dipicu karena mereka tidak tahu menahu masalh yang
seseringkali mereka lakukan didalam masyarakat sehingga masyarakat
tidak memiliki rasa empatik terhadap mereka.
4. Faktor Perang Kelompok
Perang kelompok seseringkali kita dengar karena adanya pertikaian
idiologi atau pemahaman masyarakat dengan masyarakat lainnya atau
sudah saling menganggap musuh bebuyutan sejak dahulu.
5. Faktor Perbedaan Idiologi atau Organisasi
Hal ini dipicu karena perbedaan idilogi kekuasaan antara mereka
dan menginginkan kehausan atas siapa yang lebih berkuasa didalam suatu
daerah maupun kota.
Adapun faktor-faktor penyalahgunaan senjata api rakitan bagi kalangan
orang tua antara lain:
1. Faktor Mempertahankan Harkat dan Martabat Keluarga
Hal ini sering terjadi ketika seorang kepala keluarga mengalami
tekanan berat ketika salah satu anggota keluarganya baik istri maupun
anaknya mendapatkan ancaman dari luar ruang lingkup keluarganya hal ini
biasa orang tua tampa berfikir panjang akan langsung menggunakannya.
2. Faktor Mempertahankan Hak Atas Isi Rumah
Hal ini sering juga terjadi ketika didalam sebuah rumah
mengalami perampokan didalam rumanya dan lain-lain.
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C. Langkah-Langkah Yang Di Tempuh Dalam Mencegah Tindak Pidana
Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan
Dari berbagai tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitanada
beberapa langkah yang mungkin dapat ditempuh dalam mencegah pembengkakan
kasus tindak pidana tersebut antara lain:
1. Langkah Preventive
Setiap perbuatan yang menyalahi aturan hukum dapat diberikan
sangksi atau hukuman baik itu ringan maupun berat yang dapat
memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan
senjata api rakitan. Hal ini sesuai dengan penjatuhan hukuman oleh pihak
hakim yang menjatuhkan sanksi ataupun snksi kepada setiap pelaku tindak
pidana tersebut adapun hukuman lainnya baik itu sanksi kurungan ataupun
denda materi.
2. Langkah Represive
Langkah repressive adalah suatu langkah pencegahan yang
diberikan kepada pelaku sebelum terjadinya tindak pidana penyalahgunaan
senjata api rakitan. Adapun beberapa langkah pencegahan tersebut anatara
lain:
a. Langkah Pemeriksaan
Langkah ini diambil ketika sebelum terjadi tindak pidana
penyalahgunaan senjata api rakitan baik itu pemeriksaan ketika swieping
yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun tindakan intelegan yang
melakukan pemeriksaan dari rumah kerumah.
b. Langkah Pemberian Pemahaman Hukum
Langkah ini diambil oleh aparat yang berwenang untuk
memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat sosial tentang
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aturan Negara RI dan bagaiman mereka bisa hudup rukun bersama-
sama dalam runag lingkup masyarakat sosial itu sendiri serta
pembelajaran terhadap tahanan yang berada dirutan agar mereka tidak
mengulangi perbuatan tersebut itu kembali.
c. Langkah Pemberian Pemahaman Agama
Hal ini juga dapat ditempuh dalam pencegahan tingkah laku
yang menyimpan karena diharuskan bagaimana caranya untuk
memberikan pemahaman moral kepada masyarakat sekitar dalam hal
ini masyarakat yang sudah memperdalam agamnya tidak lagi
melakukan hal-hal yang tidak merugikan masyarakat serta dirinya
sendiri.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari berbagai uraian pemaparan yang ada diatas maka penulis
dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana
memberi bantuan atau turut serta  dalam melakukan pengrusakan
dengan menggunakan senjata api rakitan jenis papporo dengan cara
memberikan bantuan kepada tersangka Agsal Alias Awwa (Alm).
Sehingga tindak pidana tersebut dijerat atau diatur denngan pasal 56
ayat (1) dan (2) yang berbunyi “mereka yang sengaja memberikan
bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan, atau mereka yang
sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan.
2. Pada dasarnya saksi juga murapakan korban dari sipelaku atau
terdakwa karena mereka (para saksi) mengalami juga kerugian dalam
hal ini barang yang berupa motor mengalami kerusakan jadi hal ini
korban menuntut agar terdakwa mengganti kurugian mereka.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
tindak pidana tindak pidan penyalahgunaan senjata api rakitan dalam
Putusan No. 1685/Pid B/2013/PN.Mks. Telah sesuai karena
berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan
keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila
berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim.
Hakim juga telah mempertimbangkan fakta dipersidangan dimana
majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan
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terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar maupun alasan pemaaf. Hakim juga telah
mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang
dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi
terdakwa.
B. IMPLIKASI PENELITIAN
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sekiranya
tidak terlalu ringan dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang
dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan
saja sebagai pembalasan/efek jera terhadap orang tersebut, tetapi juga
untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut
sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan
tata tertib hukum di dalam masyarakat. Hakim diharapkan dapat
melakukan penemuan hukum yang berdasarkan keadilan yang berguna di
dalam kehidupan masyarakat. Didalam hal ini yang saya maksud adalah
tentang pidana kurungan terdakwa masih terlalu ringan atas akibat apa
yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap orang banyak.
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